MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.01/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kementerian
Keuangan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, perlu
dilakukan perubahan organisasi dan tata Kkerja

Mengingat

Kementerian Keuangan;

b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah

mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui surat Nomor: B/630/M.KT.01/2022 tanggal 30

Juni 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

—

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Republik

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1031);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1031), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1390 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1390
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal,

b. Direktorat Dana Transfer Umum;

c. Direktorat Dana Transfer Khusus;

d. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan;

e. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

f.  Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;

g. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan

Transfer; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 1392 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1391, Sekretariat Direktorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan wurusan perencanaan dan keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kinerja dan
risiko Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

c. pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan
transformasi kelembagaan, serta kepatuhan internal
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

d. koordinasi dan pemantauan penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat
pengawas fungsional di lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan;

e. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan dan pembinaan
jabatan fungsional di bidang hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

f.  pengelolaan wurusan tata wusaha, dokumentasi,
kearsipan, rumah tangga, protokoler, koordinasi
penyiapan bahan rapat pimpinan, pendampingan dan
asistensi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau
jasa, dan pengelolaan barang milik negara di
lingkungan  Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;
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g. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

h. pelaksanaan komunikasi, layanan informasi, dan
kepustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;

i.  pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan dan
peraturan perundang-undangan di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah;

j- pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah
kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

k. pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja
sama internasional, serta fasilitasi advokasi di
lingkungan  Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Ketentuan Pasal 1393 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1393
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal,;
Bagian Sumber Daya Manusia;
Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi;
Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja
Sama Antar Lembaga; dan
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pacop

Ketentuan Pasal 1395 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1394, Bagian Perencanaan dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a. penelaahan dan penyusunan rencana strategis,
rencana kerja, dan rencana kerja anggaran Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan,;

b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan,
kinerja, dan risiko organisasi Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;

d. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, penerbitan surat
perintah pembayaran, dan pengajuan permintaan
pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara;

e. penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran
dan peninjauan pengelolaan keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan, laporan statistik,
laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan, laporan
triwulanan piutang, pinjaman, dan hibah luar negeri
di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;
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f.  pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan tunjangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

g. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan
laporan pemantauan risiko Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 1397 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1397

(1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
mempunyai tugas melakukan penelaahan dan
penyusunan rencana strategis, rencana Kkerja,
rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan
anggaran, dan dokumen perencanaan lainnya, serta
melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan
dan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan keuangan, penyiapan urusan
perbendaharaan, penerbitan surat perintah
pembayaran, pengajuan permintaan pembayaran,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran,
dan pelaksanaan wurusan pembayaran gaji dan
tunjangan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan
Keuangan.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyelenggaraan akuntansi
pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan
keuangan, laporan statistik keuangan, laporan
triwulanan pelaksanaan kegiatan, laporan triwulanan
piutang, kerugian negara, pinjaman, dan hibah luar
negeri di  lingkungan Direktorat = Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(4) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan  Risiko
mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan
pengelolaan kinerja dan risiko, laporan akuntabilitas
kinerja, laporan pemantauan risiko, serta
pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan
risiko Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ketentuan Pasal 1398 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1398
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan wurusan organisasi,
ketatalaksanaan, transformasi kelembagaan, dan
kepatuhan internal Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Ketentuan Pasal 1399 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1398, Bagian Organisasi dan Kepatuhan

Internal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan
evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta
pengelolaan transformasi kelembagaan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan,;

b. penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, evaluasi,
dan pengembangan prosedur dan metode kerja
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kepatuhan internal Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan; dan

d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ketentuan Pasal 1400 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1400
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:
a. Subbagian Organisasi;
b. Subbagian Tata Laksana;
c. Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis; dan
d. Subbagian Kepatuhan Kode Etik.

Ketentuan Pasal 1401 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1401

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penataan organisasi, analisis
jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja
serta pengelolaan transformasi kelembagaan di
lingkungan  Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur,
metode kerja, dan tata naskah dinas, serta
pengembangan  proses bisnis organisasi di
lingkungan  Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(3) Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
kepatuhan proses bisnis, penyusunan rekomendasi
terhadap rancangan kebijakan dan keputusan
pimpinan di bidang pengendalian proses bisnis, serta
koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional di
lingkungan  Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
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(4) Subbagian Kepatuhan Kode Etik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kepatuhan
kode etik dan disiplin pegawai, serta penyusunan
rekomendasi terhadap rancangan kebijakan dan
keputusan pimpinan di bidang pengendalian kode
etik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Ketentuan Pasal 1402 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1402
Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan
pembinaan jabatan fungsional di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah.

Ketentuan Pasal 1403 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1403
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1402, Bagian @ Sumber Daya  Manusia

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan pengembangan karir
sumber daya manusia Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;

b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

c. pelaksanaan manajemen informasi dan layanan
sumber daya manusia Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;

d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya
manusia Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan; dan

e. pembinaan jabatan fungsional di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah.

Ketentuan Pasal 1404 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1404

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir
Sumber Daya Manusia;

b. Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Manusia;

c. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan
Sumber Daya Manusia; dan

d. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
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13. Ketentuan Pasal 1405 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1405

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
perencanaan kebutuhan dan pengembangan karir
sumber daya manusia Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(2) Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan
pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan
pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
pengelolaan manajemen informasi dan layanan
sumber daya manusia, serta pemantauan dan
evaluasi pengelolaan sumber daya manusia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, penyusunan standar kompetensi dan standar
kualitas hasil kerja, perencanaan program
pengembangan, pengelolaan informasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
pembinaan jabatan fungsional di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah.

14. Ketentuan Pasal 1406 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1406
Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi
mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha,
protokoler dan koordinasi penyiapan bahan pimpinan,
rumah tangga, kearsipan, pendampingan dan asistensi
pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan barang
milik negara, pengelolaan infrastruktur teknologi
informasi, serta komunikasi dan layanan informasi, dan
kepustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

15. Ketentuan Pasal 1407 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1407
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1406, Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan
Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha, protokoler, dan
koordinasi penyiapan bahan pimpinan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kearsipan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
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c. pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;

d. pendampingan dan asistensi pengadaan barang
dan/atau jasa Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;

e. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

f.  penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi di
bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;

g. penyelenggaraan layanan informasi publik serta
pemantauan dan evaluasi opini publik di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

h. pelaksanaan urusan dokumentasi dan kepustakaan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ketentuan Pasal 1408 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1408

Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi terdiri

atas:

a. Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal dan
Protokoler;

b. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
Sekretariat Direktorat Jenderal;

C Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

d. Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan
Layanan Informasi Publik.

Ketentuan Pasal 1409 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1409

(1) Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal dan
Protokoler mempunyai tugas melakukan tata usaha
Direktorat Jenderal dan urusan protokoler pimpinan,
serta koordinasi penyiapan bahan pimpinan.

(2) Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha Sekretariat Direktorat
Jenderal, urusan rumah tangga, dan kearsipan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara
mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang
milik negara, pendampingan dan asistensi pengadaan
barang dan/atau  jasa, serta  pengelolaan
infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(4) Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan
Layanan Informasi Publik mempunyai tugas
melakukan penyusunan dan pelaksanaan strategi
komunikasi, penyelenggaraan layanan informasi
publik, pemantauan dan evaluasi opini publik, dan
pelaksanaan dokumentasi, penyelenggaraan ruang
layanan informasi, dan kepustakaan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.
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19.

20.

Ketentuan Pasal 1410 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1410

Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama
Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan analisis,
harmonisasi, manajemen risiko atas kebijakan dan
peraturan perundang-undangan, koordinasi perencanaan
dan pemantauan penyusunan regulasi di bidang
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, pemantauan penyelesaian tindak
lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, koordinasi
pemberian fasilitasi advokasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, serta kerja sama antar
lembaga dan kerja sama internasional.

Ketentuan Pasal 1411 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1410, Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan

Kerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan manajemen
risiko kebijakan, serta penyusunan rekomendasi atas
rancangan kebijakan, keputusan, dan peraturan
perundang-undangan di bidang hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

b. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan
pemantauan penyusunan rancangan keputusan dan
peraturan perundang-undangan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

c. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak
lanjut terhadap perumusan kebijakan, keputusan,
dan peraturan di bidang hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

d. pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah
kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan,;

e. pelaksanaan koordinasi pemberian fasilitasi advokasi
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

f.  pelaksanaan koordinasi kerja sama antar lembaga
dan kerja sama internasional.

Ketentuan Pasal 1412 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1412
Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama
Antar Lembaga terdiri atas:
a. Subbagian Harmonisasi Kebijakan Transfer ke
Daerah;
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b. Subbagian Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan
Keuangan dan Penguatan Perekonomian Daerah; dan
c. Subbagian Advokasi dan Kerja Sama Antar Lembaga.

21. Ketentuan Pasal 1413 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1413

(1) Subbagian Harmonisasi Kebijakan Transfer ke Daerah
mempunyai tugas melakukan analisis, harmonisasi,
dan manajemen risiko kebijakan, penyusunan
rekomendasi atas rancangan kebijakan, keputusan,
dan peraturan perundang-undangan, koordinasi
perencanaan dan  pemantauan = penyusunan
rancangan keputusan dan peraturan perundang-
undangan, serta pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan tindak lanjut arah kebijakan Mentersi,
Wakil Menteri, dan/atau  Direktur Jenderal
Perimbangan  Keuangan terhadap perumusan
kebijakan dan peraturan di bidang dana transfer ke
daerah serta kesekretariatan.

(2) Subbagian Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan
Keuangan dan Penguatan Perekonomian Daerah
mempunyai tugas melakukan analisis, harmonisasi,
dan manajemen risiko kebijakan, penyusunan
rekomendasi atas rancangan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan, koordinasi perencanaan dan
pemantauan penyusunan regulasi, serta pemantauan
dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut arah
kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap
perumusan kebijakan dan peraturan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan
perekonomian daerah, serta sistem informasi dan
pelaksanaan transfer.

(3) Subbagian Advokasi dan Kerja Sama Antar Lembaga
mempunyai  tugas melaksanakan  koordinasi
pemberian fasilitasi advokasi terhadap pelaksanaan
tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan serta koordinasi kerja sama antar lembaga
dan kerja sama internasional.

22. Ketentuan Pasal 1414 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1414
Direktorat Dana Transfer Umum mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan
dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

23. Ketentuan Pasal 1415 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1414, Direktorat Dana Transfer Umum

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi
hasil;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi
hasil;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang dana alokasi umum dan dana
bagi hasil,

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana
alokasi umum dan dana bagi hasil;

f.  pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja
pemerintah pusat;

g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Dana Transfer Umum.

Ketentuan Pasal 1416 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1416
Direktorat Dana Transfer Umum terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 1417 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1417
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Umum.

Ketentuan Pasal 1418 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1418
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1417, Subdirektorat Program dan Manajemen
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Dana Transfer
Umum;
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b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Umum;

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Umum;

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana
Transfer Umum.

Ketentuan Pasal 1419 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1419
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan

terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.

Ketentuan Pasal 1420 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1420

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Umum.

Pasal 1421 dihapus.

Pasal 1422 dihapus.

Pasal 1423 dihapus.

Pasal 1424 dihapus.

Pasal 1425 dihapus.

Pasal 1426 dihapus.

Pasal 1427 dihapus.

Pasal 1428 dihapus.

Pasal 1429 dihapus.

Pasal 1430 dihapus.

Pasal 1431 dihapus.
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40. Pasal 1432 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 1433 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1433

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Dana Transfer Umum.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

42. Ketentuan Pasal 1434 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1434
Direktorat Dana Transfer Khusus mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan
dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik,
dan hibah kepada daerah.

43. Ketentuan Pasal 1435 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1434, Direktorat Dana Transfer Khusus

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana
alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana
alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang dana alokasi khusus fisik, dana
alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi
khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana
alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik,
dan hibah kepada daerah;

f.  pelaksanaan sinkronisasi pendanaan antara dana
alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik,
dan hibah kepada daerah dengan belanja pemerintah
pusat;

g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Dana Transfer Khusus; dan
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h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Dana Transfer Khusus.

44. Ketentuan Pasal 1436 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1436
Direktorat Dana Transfer Khusus terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

45. Ketentuan Pasal 1437 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1437
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus.

46. Ketentuan Pasal 1438 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1437, Subdirektorat Program dan Manajemen

Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Dana Transfer
Khusus;

b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus;

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Khusus;

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana
Transfer Khusus.

47. Ketentuan Pasal 1439 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1439

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.
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Ketentuan Pasal 1440 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1440

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Khusus.

Paéal 1441 dihapus.
Pasal 1442 dihapus.
Pasal 1443 dihapus.
Pasal 1444 dihapus.
Pasal 1445 dihapus.
Pasal 1446 dihapus.
Pasal 1447 dihapus.
Pasal 1448 dihapus.
Pasal 1449 dihapus.
Pasal 1450 dihapus.
Pasal 1451 dihapus.
Pasal 1452 dihapus.

Ketentuan Pasal 1453 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1453

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Dana Transfer Khusus.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.
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62. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam, disisipkan
Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan

63. Diantara Pasal 1453 dan Pasal 1454 disisipkan 8 (delapan)
Pasal, yakni Pasal 1453A, Pasal 1453B, Pasal 1453C, Pasal
1453D, Pasal 1453E, Pasal 1453F, Pasal 1453G, dan Pasal
1453H yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1453A
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal.

Pasal 1453B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1453A, Direktorat Dana Desa, Insentif,

Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus,
dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan,
dan insentif fiskal,

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus,
dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan,
dan insentif fiskal;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal,

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang dana desa, dana otonomi khusus, dana
tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan
insentif fiskal;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana
desa, dana otonomi khusus, dana tambahan
infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;

f.  pelaksanaan sinkronisasi dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan
pendanaan lainnya;

g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan.
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Pasal 1453C
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1453D

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan.

Pasal 1453E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1453D, Subdirektorat Program dan

Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;

b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan;

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

Pasal 1453F
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1453G

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
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Pasal 1453H

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ketentuan Pasal 1454 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1454
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah.

Ketentuan Pasal 1455 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1454, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah;

f.  pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerah serta pengawasan dan
pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah;

g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

jdih.kemenkeu.go(.yd



- 19 -

67. Ketentuan Pasal 1456 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1456
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

68. Ketentuan Pasal 1457 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1457
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

69. Ketentuan Pasal 1458 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1457, Subdirektorat Program dan Manajemen

Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

70. Ketentuan Pasal 1459 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1459

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.
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Ketentuan Pasal 1460 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1460

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Pasal 1461 dihapus.

Pasal 1462 dihapus.

Pasal 1463 dihapus.

Pasal 1464 dihapus.

Pasal 1465 dihapus.

Pasal 1466 dihapus.

Pasal 1467 dihapus.

Pasal 1468 dihapus.

Pasal 1469 dihapus.

Pasal 1470 dihapus.

Pasal 1471 dihapus.

Pasal 1472 dihapus.

Pasal 1473 dihapus.

Pasal 1474 dihapus.

Pasal 1475 dihapus.

Pasal 1476 dihapus.

Pasal 1477 dihapus.

Pasal 1478 dihapus.

Pasal 1479 dihapus.

Pasal 1480 dihapus.
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92. Ketentuan Pasal 1481 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1481

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

93. Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh, disisipkan
Bagian Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

94. Diantara Pasal 1481 dan Pasal 1482 disisipkan 8 (delapan)
Pasal, yakni Pasal 1481A, Pasal 1481B, Pasal 1481C, Pasal
1481D, Pasal 1481E, Pasal 1481F, Pasal 1481G, dan Pasal
1481H yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1481A

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah,
penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi
daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah,
sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian
daerah.

Pasal 1481B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1481A, Direktorat Pembiayaan dan

Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah,
kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi
pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur
pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi
daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah,
kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi
pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur
pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi
daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;
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Cc. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan
daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan
desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah,
kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan
desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah,
kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional,
dan perekonomian daerah,;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan
daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana
abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah,
penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana
abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;

f.  pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Pasal 1481C
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terdiri
atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan,
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1481D

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah.

Pasal 1481E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1481D, Subdirektorat Program dan

Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah;

b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
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pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah;

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Pasal 1481F
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1481G

Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Pembiayaan
dan Perekonomian Daerah.

Pasal 1481H

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

Ketentuan Pasal 1482 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1482
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi
keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran
dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer,
serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian.
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97. Ketentuan Pasal 1483 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1482, Direktorat Sistem Informasi dan

Pelaksanaan Transfer menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyelenggaraan  sistem, teknologi, penyajian
informasi keuangan dan non keuangan daerah dan
desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan
pelaporan dana transfer;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan  sistem, teknologi, penyajian
informasi keuangan dan non keuangan daerah dan
desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan
pelaporan dana transfer;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem,
teknologi, penyajian informasi keuangan dan non
keuangan daerah dan desa, penyaluran dana
transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana
transfer;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi,
penyajian informasi keuangan dan non keuangan
daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta
akuntansi dan pelaporan dana transfer;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem,
teknologi, penyajian informasi keuangan dan non
keuangan daerah dan desa, penyaluran dana
transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana
transfer;

f.  pelaksanaan penyetoran pajak rokok;
penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah
konsolidasian;

h. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Sistem Informasi dan
Pelaksanaan Transfer; dan

i.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer.

98. Ketentuan Pasal 1484 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1484
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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99. Ketentuan Pasal 1485 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1485

Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer.

100. Ketentuan Pasal 1486 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1485, Subdirektorat Program dan Manajemen

Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Sistem Informasi
dan Pelaksanaan Transfer;

b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan
Pelaksanaan Transfer;

c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi
dan Pelaksanaan Transfer;

d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan

e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Sistem
Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

101. Ketentuan Pasal 1487 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1487
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.

102. Ketentuan Pasal 1488 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1488
Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
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jabatan fungsional

Pasal 1489 dihapus.
Pasal 1490 dihapus.
Pasal 1491 dihapus.
Pasal 1492 dihapus.
Pasal 1493 dihapus.
Pasal 1494 dihapus.
Pasal 1495 dihapus.
Pasal 1496 dihapus.
Pasal 1497 dihapus.
Pasal 1498 dihapus.
Pasal 1499 dihapus.
Pasal 1500 dihapus.
Pasal 1501 dihapus.
Pasal 1502 dihapus.
Pasal 1503 dihapus.
Pasal 1504 dihapus.
Pasal 1505 dihapus.
Pasal 1506 dihapus.
Pasal 1507 dihapus.

Pasal 1508 dihapus.

lingkungan Direktorat Sistem
Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

Ketentuan Pasal 1509 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1509

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.

(2) Subbagian Tata

dalam melaksanakan

tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.
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124. Lampiran  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1031) diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang.
memangku jabatan di lingkungan Kementerian
Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 954

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian-Administrasi Kementerian

-

L4
MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.01/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR  118/PMK.01/2021 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN

WAKIL MENTERI
KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

____________

9 (sembilan)
STAF AHLI
MENTERI

KEUANGAN,
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I
I
I
I
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|
|
I
|
|
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DIREKTORAT ! DIREKTORAT DIREKTORAT
END O RAN JE%?];E;(;?PR:}AK JENDERAL BEA DAN I JENDERAL JENDERAL KEKAYAAN
CUKAI ! PERBENDAHARAAN NEGARA
I
I
]
|
[}
DIREKTORAT DIREKTORAT | BADAN BADAN
JENDERAL PERIMBANGAN JENDERAL PENGELOLAAN ! EBLI At MSKAL PENDIDIKAN DAN
KEUANGAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO ! PELATIHAN KEUANGAN
1
|
I
I
[ I 1

________________ A

[}

! ! 1

sxsmn?{xs:g RMASI PUSAT ANAI;,IIJSSII;TDAN
DAN TEKNOLOGI PE M’zgg:g g:P?FESI HARMONISASI
KEUANGAN KEBIJAKAN
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT
JENDERAL
BIRO BIRO
PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN o A
KEUANGAN KETATALAKSANAAN

]

— 1

— 1

]

BAGIAN
BAGIAN | | e o ses| | | HuxuM PAJAK, || BAGIAN
PERENCANAAN et KEPABEANAN, CUKAL ADVOKASI 1
DAN EVALUASI REGULASI
BAGIAN HUKUM
BAGIAN ANGGARAN, PERIMBANGAN
PENGELOLAAN KINERJA | Ui A DAY - KEUANGAN, | BAGIAN
DAN RISIKO PERBENDAHARAAN, ADVOKAS! I
DAN BLU
BAGIAN | | BAGIAN ORGANISASI DAN | e A DAN || BAGIAN
PENGANGGARAN JABATAN FUNGSIONAL Il A AR ADVOKASI Il
BAGIAN
PERBENDAHARAAN | PEVALUASI JABATAN | HUKUM PENGELOLAAN ] ADVORAS IV
PEMBIAYAAN DAN PNBP
BAGIAN BAGIAN HUKUM SEKTOR

AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN

BAGIAN TATA KELOLA
DAN PELAYANAN PUBLIK

- KEUANGAN DAN
PERJANJIAN

BAGIAN HUKUM SUMBER
DAYA APARATUR

[TIT1]

[TTTTI

[TTTT]

KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

IKELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

|

KELOMPOK JABATAN| _|
FUNGSIONAL

| |KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[TTTTT I

[TTT]

[TTTT]

[TTTT1

SUMBER DAYA MANUSIA

BIRO
KOMU NIKASI DAN LAYANAN
INFORMASI

BIRO
MANAJEMEN BARANG MILIK
NEGARA DAN PENGADAAN

BIRO
UMUM

[TTT]1

IKELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[TTT1

1

]

]

|

BAGIAN

PENEGAKAN DISIPLIN,

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
P || MANAJEMEN STRATEGI | PENGEMBANGAN - ADMINISTRASI
DAYA MANUSIA KOMUNIKASI STRATEGI DAN KINERJA KEMENTERIAN
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
PENGEMBANGAN |— PERENCANAAN BARANG
SUMBER DAYA MANUSIA MANAJEMEN PUBLIKASI MILIK NEGARA RUMAH TANGGA
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
MANAJEMEN INFORMASI |— MANAJEMEN HUBUNGAN |- PENGELOLAAN BARANG - KBOANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELEMBAGAAN NEGARA MILIK NEGARA
BAGIAN BAGIAN MANAJEMEN BAGIAN
BAGIAN
MUTASI DAN HUBUNGAN MEDIA DAN - - PENATAUSAHAAN |
KEPANGKATAN KELEMBAGAAN BARANG MILIK NEGARA SUMBER DAYA MANUSIA
MASYARAKAT
PENSIA-lillaAgAAN BAGIAN BAGIAN
4 MANAJEMEN BAGIAN MANAJEMEN ORGANISASI, TATA

KARAKTER DAN BUDAYA

INFORMASI DAN EDUKASI

— MANAJEMEN TEKNIS,
DATA, DAN INFORMASI

| PENGELOLAAN DATA DAN PENGADAAN LAKSANA, DAN
FENSIUN, DAN REGULASI LAYANAN INFORMASI KOMUNIKASI
BAGIAN BAGIAN
PEMBANGUNAN MANAJEMEN SISTEM BAGIAN BAGIAN

|

KEPATUHAN INTERNAL

SUMBER DAYA MANUSIA PUBLIK
BAGIAN
— MANAJEMEN BARANG
MILIK NEGARA
[TT 1] T TTTT] [TTTT] [TTTT]
| _|KELOMPOK JABATAN | || [KELOMPOK JABATAN | || [KELOMPOK JABATAN | || _[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL ||
[T TTTTT] [TTTTI [TTTT]

—
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BAGAN ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BIRO

T

BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENGELOLAAN KINERJA AKUNTANSI DAN
PERENCANAAN vy PENGANGGARAN PERBENDAHARAAN PELAPORAN KEUANGAN
| | sussacin PENGBLOLAAN SUBBAGIAN | SuBBAGiAN I e
PERENCANAAN I N i PENGANGGARAN 1 PERBENDAHARAAN I PELAPORAN RBUANGAN I
- SUBBAGIAN PENGELOLAAN . SUBBAGIAN — SUBBAGIAN | axuntans pan
PERENCANAAN 11 N o1 PENGANGGARAN I1 PERBENDAHARAAN II PELAPORAN Rt AN GAN I
| SUBBAGIAN A SUBBAGIAN L SUBBAGIAN || acontans bax
PERENCANAAN III N LA PENGANGGARAN 111 PERBENDAHARAAN Il PELAPORAN KBU ANGAN I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L e SusBAGIaN PENGELOLAAN ran EBAGIAN L{  PENGELOLAAN L1 AKUNTANSI DAN
KINERJA DAN RISIKO IV TUNJANGAN KINERJA PELAPORAN KEUANGAN IV

| _[KELOMPOK JABATAN _|
FUNGSIONAL

[TTTT]

BAGAN ORGANISASI

BIRO
ORGANISASI DAN
KETATALAKSANAAN

BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

BAGIAN STRATEGI
ORGANISASI DAN PROSES
BISNIS

BAGIAN ORGANISASI DAN
JABATAN FUNGSIONAL I

BAGIAN ORGANISASI DAN
JABATAN FUNGSIONAL II

BAGIAN ANALISIS DAN
EVALUASI JABATAN

BAGIAN TATA KELOLA DAN
PELAYANAN PUBLIK

1

— ]

]

— 1

1

| | SUBBAGIAN STRATEGI SUBBAGIAN SUBBAGIAN | | SUBBAGIAN KOMPETENSI SUBBAGIAN
ORGANISASI ORGANISASI 1A ORGANISASI IIA TEKNIS JABATAN TATA KELOLA 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN || SUBBAGIAN | __|SUBBAGIAN ANALISIS DAN SUBBAGIAN
PROSES BISNIS | ORGANISASI IB ORGANISASI 1IB EVALUASI JABATAN | TATA KELOLA Il

[T 11

| |KELOMPOK JABATA!
FUNGSIONAL ||

SUBBAGIAN SUBBAGIAN JABATAN SUBBAGIAN JABATAN |__|SUBBAGIAN ANALISIS DAN | | SUBBAGIAN PELAYANAN
PROSES BISNIS II FUNGSIONAL I FUNGSIONAL II EVALUASI JABATAN 11 PUBLIK
SUBBAGIAN

TATA USAHA BIRO
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BAGAN ORGANISASI
BIRO HUKUM

BIRO
HUKUM
BAGIAN HUKUM PAJAK, BAGIAN HUKUM ANGGARAR, BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM BAGIAN
PERIMBANGAN KEUANGAN, PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BAGIAN HUKUM
KEPABEANAN, CUKAI, DAN KEKAYAAN NEGARA DAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN
A oot PERBENDAHARAAN, DAN AL AR D DAN PENERIMAAN NEGARA NS SUMBER DAYA APARATUR
BADAN LAYANAN UMUM BUKAN PAJAK
SUBBAGIAN SUBBAGIAN | | susBAGIAN HUKUM | | SUBBAGIAN HUKUM | | suBBAGIAN HUKUM | | suBBAGIAN HUKUM
HUKUM PAJAKT HUKUM ANGGARAN KEKAYAAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN 1 SUMBER DAYA MANUSIA
PEMBIAYAAN 1
SUBBAGIAN HUKUM
SUBBAGIAN I I | | suBBAGIAN HUKUM || SUSBAGIN HoKM SUBBAGIAN HUKUM ORGANISASI,
HUKUM PAJAK I ANy KEKAYAAN NEGARA [T G SEKTOR KEUANGAN II | KETATALAKSANAAN, DAN
PENGAWASAN INTERNAL
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN || SUBDACIAN | | sueBaciaN HUKUM | SUBBAGIAN HUKUM HUKUM TEKNOLOGI
HUKUM KEPABEANAN PERBE I AN KEKAYAAN NEGARA Il N PERJANJIAN INFORMAST KEUANGAN
DAN KOMUNIKAST
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN
L1 CUKAI DAN EVALUASI L BADAN LAYANAN UMUM L1 PENGADAANDAN A o
REGULASI DAN BELANJA INFORMASI HUKUM
| [keLompok JaATAN_|
FUNGSIONAL
BIRO
ADVOKASI
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ADVOKASI 1 ADVOKASI II ADVOKASI 11l ADVOKASI IV
| SUBBAGIAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
ADVOKASI IA ADVOKASI TIA ADVOKASI IlIA ADVOKASI IVA
|| SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
ADVOKASI 1B ADVOKASI I1B ADVOKASI 1B ADVOKASI IVB
| SUBBAGIAN L SUBBAGIAN | SUBBAGIAN L] SUBBAGIAN
ADVOKASI IC ADVOKASI IIC ADVOKASI IlIC TATA USAHA BIRO

[T T TT1

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

[LITTTT

jdih.kemenkeu.

id



- 33-

BAGAN ORGANISASI

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN PENGHARGAAN, PEMBANGUNAN
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM MANAJEMEN INFORMASI MUTASI DAN PENEGAKAN DISIPLIN, KARAKTER
PENGADAAN SDM SDM KEPANGKATAN PENSIUN, DAN DAN BUDAYA SDM
REGULASI SDM
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
I PERENCANAAN DAN || ANALISIS KOMPETENSI -~ MANAJEMEN BASIS — SUBBAGIAN SuBBAGIAN - RN
MUTASI KESEJAHTERAAN MENTAL, AGAMA,DAN
FORMASI SDM PEGAWAI DATA
KONSELING
SUBBAGIAN || asesmeN suMBER || anatisis giﬁNDAN — SUBBAGIAN SUBBAGIAN — PESI\;J;\B'?GG&ILN
REKRUTMEN SDM DAYA MANUSIA DURUNGAN INFORMASI MANAJEMEN TALENTA PENEGAKAN DISIPLIN BUDAYA

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA
SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN
PENEMPATAN SDM KINERJA SUMBER ] PE"G”;FE&RASIAN ™| STATUS KEPEGAWAIAN PEMBEleHNES’g;;‘N DAN 1 Usl‘;%“
DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN
| | PENGEMBANGAN I VvtV L SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
KAPASITAS SUMBER DAN DOKUMENTASI KEPANGKATAN REGULASI SDM
DAYA MANUSIA
[TTTTI
KELOMPOK JABATA! N |
FUNGSIONAL
[TTTTI
BIRO
KOMUNIKASI DAN
LAYANAN INFORMASI
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN MANAJEMEN SISTEM
MANAJEMEN STRATECI MANAJEMEN PUBLIKASI MANAJEMEN HUBUNGAN MEDIA DAN DATA DAN LAYANAN INFORMAS! DAN EDUKAS!
KOMUNIKASI KELEMBAGAAN NEGARA KELEMBAGAAN POREAS ok
MASYARAKAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| susBaciaN SUBBAGIAN || U | | sussaciaw | | PENGELOLAANDATADAN| | | MANAJEMEN SISTEM
STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIKASI CETAK KELEMBAGAAN NNGARAT HUBUNGAN MEDIA PENANGANAN SENGKETA INFORMAS! KEHUMASAN
INFORMASI DAN REFERENSI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN HUBUNGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|  MONITORING DAN ] PUBLIKASI ELEKTRONKK | | | HUBUNGAN 1 KELEMBAGAAN | PENGELOLAANLAYANAN | = pryjyas) pUBLIK
ANALISIS BERITA KELEMBAGAAN NEGARA I1 INFORMASI PUBLIK
MASYARAKAT
SUBBAGIAN
|| sussaciaw I i || HuBUNGAN SUBBAGIAN
RISET DAN AUDIT N KELEMBAGAAN NBGARA TATA USAHA BIRO
KELOMPOK JABATAN |

FUNGSIONAL

HEREN
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BAGAN ORGANISASI

MANAJEMEN BARANG
MILIK NEGARA DAN
PENGADAAN

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

|

BAGIAN
PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KINERJA

BAGIAN PERENCANAAN
BMN

BAGIAN PENGELOLAAN
BMN

BMN

|

|

BAGIAN PENATAUSAHAAN

]

]

— 1

]

BAGIAN MANAJEMEN

PENGADAAN

BAGIAN MANAJEMEN
TEKNIS, DATA, DAN
INFORMASI

]

]

SUBBAGIAN
| | PENGEMBANGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN || PES:? f&gﬁk,‘
STRATEGI DAN PERENCANAAN BMN I PENGELOLAAN BMN I BMN 1
KINERJA 1
SUBBAGIAN
| | PENGEMBANGAN L SUBBAGIAN L SUBBAGIAN || PEﬁXf fnl;\s(;;ﬁAN
STRATEGI DAN PERENCANAAN BMN II PENGELOLAAN BMN II BMN I
KINERJA II
SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PESX?E;;IQLN
STRATEGI DAN PERENCANAAN BMN III | PENGELOLAAN BMN 111 BMN 111
KINERJA III ] B
SUBBAGIAN
L SUBBAGIAN SUBBAGIAN L{ PENATAUSAHAAN
TATA USAHA BIRO PENGELOLAAN BMN IV BMN IV

HELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[TTTT]

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
PENGADAAN BARANG/ PENGGUNA DAN
JASAT VERIFIKASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN KERJA
PENGELOLAAN AN
PENGADAAN BARANG/
e KOMUNIKASI
PENGELOLAAN SUBBAGIAN
PENGADAAN BARANG/ KOMPfgﬁg:;im’ DAN
JASA I
SUBBAGIAN

J

PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI
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BIRO
UMUM
BAGIAN
ADMINISTRAS] BAGIAN BAGIAN BAGIAN
REMENTERIAN RUMAH TANGGA KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| SUBBAGIAN | |  PENGELOLAAN L SUBBAGIAN | | PERENCANAAN DAN
KEARSIPAN BANGUNAN DAN PENGANGGARAN MUTASI SUMBER DAYA
LINGKUNGAN MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
n SUBBAGIAN | |  PENGELOLAAN || SUBBAGIAN | | PENGEMBANGAN
PERSURATAN MEKANIKAL DAN PERBENDAHARAAN SUMBER DAYA
ELEKTRIKAL MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| Agﬁﬁlﬁg\[gl | | PENGELOLAAN N SUBBAGIAN | | ADMINISTRASI DAN
PERIALANAN DINAS PERALATAN PERBENDAHARAAN II BUDAYA SUMBER DAYA
OPERASIONAL MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| SUBBAGIAN | |  PENGELOLAAN I I | | PENGELOLAAN
TATA USAHA PIMPINAN KEAMANAN DAN A LAYANAN KESEHATAN
OPERASIONAL PEGAWAI
BAGIAN
BAGIAN
ORGANISASI, TATA BAGIAN
LAKSANA, DAN KEPATUHAN INTERNAL MANAJEMEN G‘i‘;R:NG
KOMUNIKASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
- oAy KEPATUHAN INTERNAL BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
T S KEPATUHAN INTERNAL BARANG MIII;IK NEGARA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
s Af:f‘:gggg] ONAL | PENGELOLAAN | BARANG MILIK NEGARA
KINERJA ORGANISASI 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L | KOMUNIKASI DAN L] DATA DAN DUKUNGAN — ATiUSS:SAA;RO
PUBLIKASI TEKNIS

[T T

ELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[T T 111
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL

ANGGARAN

PENYUSUNAN ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA PERENCANAAN DAN
LAKSANA MANUSIA KEUANGAN
BAGIAN [TTT T
BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL, KELOMPOK JABATAN _|
UMUM MANAJEMEN RISIKO, ] FUNGSIONAL
DAN ADVOKASI [TT 1T
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT

PENDAPATAN DAN

ANGGARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN

ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA

Al

HUKUM, PERTAHANAN DAN

ANGGARAN BENDAHARA UMUM

NGGARAN BIDANG POLITIK,

KEAMANAN, DAN BAGIAN

BELANJA NEGARA KEMARITIMAN DAN KEBUDAYAAN BENDA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANALISIS EKONOMI | | ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG I IRttt
MAKRO DAN PERTANIAN, KELAUTAN PENDIDIKAN DAN AN o]
PENDAPATAN NEGARA DAN KEHUTANAN KEPEMUDAAN
S T ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG SUBDIREKTORAT
A A PEKERJAAN UMUM, |- KESEJAHTERAAN || ANGGARAN BIDANG
iRy AGRARIA, DAN TATA SOSIAL DAN HUKUM
RUANG |___KEPRESIDENAN |
SUBDIREKTORAT A G SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN | PERHUBUNGAN, | | ANGGARAN BIDANG | | ANGGARAN BIDANG
ANGGARAN BELANJA (KEPARIWISATAAN, DAN AGAMA DAN LEMBAGA PERTAHANAN DAN
NEGARA Il ASIDAN USAHA TINGGI NEGARA KEAMANAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT R o
PENYUSUNAN | | ANGGARAN BIDANG | | ANGGARAN BIDANG L A AN
ANGGARAN BELANJA KEUANGAN DAN RISET, INOVASI, DAN e
NEGARA III KETENAGAKERJAAN KEBENCANAAN

NEGARA

SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN
PEMBIAYAAN ANGGARAN
DAN PENGANGGARAN
RISIKO FISKAL

SUBDIREKTORAT
|| ANGGARAN BIDANG
ENERGI, PERINDUSTRIAN,
DAN PERDAGANGAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
KESEHATAN

RAT
PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN DAN LAPORAN
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI
DAN BELANJA LAINNYA

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS ANGGARAN
BIDANG PEREKONOMIAN
DAN KEMARITIMAN

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

TORAT
DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
ANGGARAN BIDANG POLITIK,
HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM

[TTTTI

[TTTT]

[TTTT1

KELOMPOK JABATA

| |KELOMPOK JABATA

| _IKELOMPOK JABATAN _|

| |KELOMPOK JABATA

NEGARA DIPISAHKAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[TTTTI [T TT1 [TTTT] [TTTT]
DIREKTORAT
DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA DIREKTORAT
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA HARMONISASI PERATURAN
ALAM DAN KEKAYAAN BUKAN PAJAK SISTEM PENGANGGARAN PENGANGGARAN

]

]

]

— ]

SUBDIREKTORAT

MINYAK DAN GAS BUMI I

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN SUMBER P R MARN, | |  TRANSFORMASI | | HARMONISASI PERATURAN
DAYA ALAM MINYAK KEMENTERIAN,/L EMBAGA SISTEM PENGANGGARAN
DAN GAS BUMI I PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
| | PENERIMAAN SUMBER I AV R o SUBDIREKTORAT || HARMONISASI PERATURAN
DAYA ALAM NON STANDAR BIAYA PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA I1

NEGARA DIPISAHKAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SUBDIREKTORAT POTENSI, PENERIMAAN, SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN HARMONISASI
r— DAN PENGAWASAN — EVALUASI KINERJA
KEKAYAAN NEGARA PERATURAN JAMINAN
DIPISAHKAN KEMENTERIAN/ PENGANGGARAN SOSIAL
LEMBAGA II
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
POTENSI DAN PENGAWASAN PERATURAN DAN DUKUNGAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA HARMONISASI
1 — TEKNIS PENERIMAAN —{ TEKNOLOGI INFORMASI
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA NEGARA BUKAN PAJAK PENGANGGARAN
ALAM DAN KEKAYAAN PENGANGGARAN REMUNERASI

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN DUKUNGAN
|__| TEKNIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN

[TT

[ 11 [T 11

[ [

| _|[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

| _|KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

| _|KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL

[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

11

LITT] L1

[ 11

[T

[

[T [

[TTTT1

| _|KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[TTTTT
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL,
ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN UMUM MANAJEMEN RISIKO, DAN
LAKSANA KEUANGAN
ADVOKASI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- 332?2%1@1 — ngﬁg“é‘g‘gfg‘:“ | PERENCANAAN |-{ LAYANAN ANGGARAN | |—| PENGENDALIAN DAN
ANGGARAN DAN TATA USAHA KEPATUHAN INTERNAL
MANUSIA
[ SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| SUBBAGIAN | Pﬁgﬁg‘éﬁ‘; e A1 G‘ RQN | SUBBAGIAN || SUBBAGIAN | | PEMANTAUAN KODE
TATA LAKSANA PERBENDAHARAAN RUMAH TANGGA ETIK DAN MANAJEMEN
KARIR SUMBER DAYA RISIKS
MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| | PENGELOLAAN L o L AKUNTANSI, | | PENGADAAN DAN | | PEMANTAUAN HASIL
KINERJA DAN DAN PENGBLOLAAN PELAPORAN PENGELOLAAN PEMERIKSAAN DAN
KEHUMASAN JABATAN FUNGSIONAL KEUANGAN, DAN GAJI BARANG MILIK NEGARA ADVOKASI
| SUBBAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN

[TTTTT

| _[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[T TTTT

~ BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

I

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
ANALISIS EKONOMI MAKRO
DAN PENDAPATAN NEGARA

SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN
BELANJA NEGARA |

SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN
BELANJA NEGARA II

SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN
BELANJA NEGARA III

PENYUSUNAN PEMBIAYAAN
ANGGARAN DAN
PENGANGGARAN RISIKO

DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN

FISKAL DAN BELANJA NEGARA
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI DATA DAN DUKUNGAN
| ANALISIS EKONOMI | PENYUSUNAN ANGGARAN - fﬁ%ﬁﬂg@"ﬁgﬁﬁﬁ - PEN;E;SXIS’JAANS’LP;%?SFAN - PENYUSUNAN | TEKNIS PENYUSUNAN
MAKRO BELANJA PEGAWAI T i PEMBIAYAAN UTANG I ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA I
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI DATA DAN DUKUNGAN
| ANALISIS PENERIMAAN |— PENYUSUNAN ANGGARAN - ?ENL‘;\%‘;NQMAE"N?@‘;‘?:I? - ng{:ﬁﬂ’;g;‘;ﬁfﬁgﬁ” — PENYUSUNAN | TEKNIS PENYUSUNAN
PERPAJAKAN DAN HIBAH BELANJA BARANG e pieii PEMBIAYAAN UTANG II ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA II
SERS! SEKSI
SEKSI SEKSI PENYUSUS I ANGGARAN SEKSI SEKSI DATA DAN DUKUNGAN
|—  ANALISIS PENERIMAAN | PENYUSUNAN ANGGARAN o R |— PENYUSUNAN ANGGARAN - PENYUSUNAN |{ TEKNIS PENYUSUNAN
NEGARA BUKAN PAJAK BELANJA MODAL o TRANSFER KE DAERAH 1 PEMBIAYAAN NON UTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA III
p— SEKSI SEKSI
ANALISIS DAN KONSOLIDAS! SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN SEKSI ksl DATA DAN DUKUNGAN
L ™ PENYUSUNAN POSTUR L| PENYUSUNAN ANGGARAN L{  BELANJA HIBAH DAN L{ PENYUSUNAN ANGGARAN L{ PENGANGGARAN RISIKO L{ TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA LAINNYA KONSOLIDASI DATA TRANSFER KE DAERAH II FISKAL ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA BELANJA NEGARA DAN BELANJA NEGARA IV

[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PERTANIAN, KELAUTAN, DAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM,

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PERHUBUNGAN,
KEPARIWISATAAN, DAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
KEUANGAN DAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG ENERGI,
PERINDUSTRIAN, DAN

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS ANGGARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN

KEHUTANAN AGRARIA, DAN TATA RUANG KOPERASI DAN USAHA KECIL KETENAGAKERJAAN PERDAGANGAN
DAN MENENGAH KEMARITIMAN
SEKSI SEKSIT
SEKSI ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG SEKSI SEKSI
| | _ANGGARAN BIDANG | | mekERIAAN UMUM || PERHUBUNGAN, | | ANGGARAN BIDANG | | ANGGARAN BIDANG SEKSI
PERTANIAN, KELAUTAN, AGRARIA, DAN KEPARIWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN ENERGI, PERINDUSTRIAN, DUKUNGAN TEKNIS
DAN KEHUTANAN I A KOPERASI DAN USAHA KECIL KETENAGAKERJAAN | DAN PERDAGANGAN I
TATA RUANG [ DAN MENENGAH I
SEKSI SEKSI
SEKSI ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG SEKSI SEKSI SEKSI
| | ANGGARAN BIDANG || PEkERIAAN UMUM || PERHUBUNGAN, | | ANGGARAN BIDANG | | ANGGARAN BIDANG PENGOLAHAN DATA
PERTANIAN, KELAUTAN, AGRARIA. DAN KEPARIWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN ENERGI, PERINDUSTRIAN, ANGGARAN
DAN KEHUTANAN II ‘ KOPERASI DAN USAHA KECIL KETENAGAKERJAAN II DAN PERDAGANGAN Il KEMENTERIAN/LEMBAGA
TATA RUANG Il DAN MENENGAH I
SEKSI SEKSI
SEKSI ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG SEKSI SEKSI
| | ANGGARAN BIDANG || PEKERJAAN UMUM o PERHUBUNGAN, | | ANGGARAN BIDANG | | ANGGARAN BIDANG
PERTANIAN, KELAUTAN, AGRARIA. DAN KEPARIWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN ENERGI, PERINDUSTRIAN,
DAN KEHUTANAN III ¢ KOPERASI DAN USAHA KECIL KETENAGAKERJAAN III DAN PERDAGANGAN 1II
TATA RUANG 11l DAN MENENGAH I
SEKSI SEKSI
SEKSI ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG SEKSI SEKSI
L | ANGGARAN BIDANG L]  PEKERJAAN UMUM L | PERHUBUNGAN, | | ANGGARAN BIDANG | | ANGGARAN BIDANG
PERTANIAN, KELAUTAN, AGRARIA. DAN KEPARIWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN ENERGI, PERINDUSTRIAN,
DAN KEHUTANAN IV ¢ KOPERASI DAN USAHA KECIL KETENAGAKERJAAN IV DAN PERDAGANGAN IV
TATA RUANG IV DAN MENENGAH IV

[TTT1]

| [KELOMPOK JABATA!
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI

DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

[

[

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PENDIDIKAN DAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
AGAMA DAN LEMBAGA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
RISET, INOVASI, DAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS ANGGARAN BIDANG

[TTTT]

I[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[TTTT]

J

PEMBANGUNAN MANUSIA
KEPEMUDAAN DAN KEPRESIDENAN TINGGI NEGARA KEBENCANAAN KESEHATAN N KB UDAYARN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| | ANGGARAN BIDANG | koo e AN SOSIAL | | ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG SEKSI
PENDIDIKAN DAN R o AGAMA DAN LEMBAGA RISET, INOVASI, DAN A DUKUNGAN TEKNIS
KEPEMUDAAN 1 | TINGGI NEGARA I KEBENCANAAN 1
SERST SERST
SEKSI SEKSI SEKSI
ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG SEKSI PENGOLAHAN DATA
- | KESEJAHTERAAN - - | ANGGARAN BIDANG L ANGGARAN
PENDIDIKAN DAN oy AGAMA DAN LEMBAGA RISET, INOVASI, DAN e KEMBNTERIAN
KEPEMUDAAN II KEPRBSD AN 1 TINGGI NEGARA I KEBENCANAAN II B
SEKST
SEKSI SEKSI SEKSI
| | ANGGARAN BIDANG || ANGOARAY DDA | | ANGGARAN BIDANG | | ANGGARAN BIDANG || anGoama NG
PENDIDIKAN DAN SEImTERA AGAMA DAN LEMBAGA RISET, INOVASI, DAN o
KEPEMUDAAN Il K TINGGI NEGARA Il KEBENCANAAN 11
SERST
SEKSI SEKSI SEKSI
ANGGARAN BIDANG L AR L | ancGaran BiANG ANGGARAN BIDANG L anccamas G
PENDIDIKAN DAN oot ERA AGAMA DAN LEMBAGA RISET, INOVASI, DAN A AT
KEPEMUDAAN IV KEpa A TINGGI NEGARA IV KEBENCANAAN 1V
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG POLITIK,
HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM

NEGARA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG MITRA PEMBANTU DAN LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM,
ANGGARAN BIDANG POLITIK ANGGARAN BIDANG HUKUM PERTAHANAN DAN PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN BENDAHARA UNUM PERTAHANAN DA KEANANA, DAN
NEGARA IGELOLAAN BELANJA BAGIAN ANGGARAN B!
KEAMANAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBSID! DAN BELANJA LAINNYA UMUM NEGARA
SEKST
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI MITRA PEMBANTU
- ANGGARAN BIDANG | ANGGARAN BIDANG ||  ANGGARAN BIDANG | PENGGUNA ANGGARAN || PENYUSUNAN RENCANA - SEKSI
PERTAHANAN DAN ANGGARAN BELANJA DUKUNGAN TEKNIS
POLITIK I HUKUM 1 BENDAHARA UMUM
KEAMANAN I SUBSIDI
NEGARA I
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI MITRA PEMBANTU
ANGGARAN BIDANG | ANGGARAN BIDANG || ANGGARAN BIDANG || PENGGUNA ANGGARAN || PENYUSUNAN RENCANA PENGOLAHAN DATA
R A PERTAHANAN DAN o ANGGARAN BELANJA ANGGARAN
KEAMANAN 11 LAINNYA 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA
NEGARA II
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI MITRA PEMBANTU
| ANGGARAN BIDANG || ANGGARAN BIDANG || ANGGARAN BIDANG L | PENGGUNA ANGGARAN || PENYUSUNAN RENCANA
PERTAHANAN DAN ANGGARAN BELANJA
POLITIK I1I HUKUM 1 A o BENDAHARA UMUM AT
NEGARA 111
SExST SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI ANGGA L DANG MITRA PEMBANTU PENYUSUNAN LAPORAN
L| ANGGARAN BIDANG L| ANGGARAN BIDANG L] Ama i L| PENGGUNA ANGGARAN L] KEUANGAN BELANJA
POLITIK IV HUKUM IV A BENDAHARA UMUM SUBSIDI DAN BELANJA
NEGARA IV LAINNYA
[KELOMPOK JABATA

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK SUMBER DAYA ALAM
DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

r l [ I SUBDIREKTORA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN DUKUNGAN

PENERIMAAN SUMBER DAYA
ALAM MINYAK DAN GAS

PENERIMAAN SUMBER DAYA
ALAM NON MINYAK DAN GAS

SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN

POTENSI DAN PENGAWASAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN

TEKNIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA

DAYA ALAM MINYAK DAN

DAN SUMBER DAYA

NEGARA DIPISAHKAN I

BUMI BUMI -
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIPISAHKAN
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI POTENSI DAN PERATURAN PENERIMAAN
| | PENERIMAAN SUMBER | | PENERIMAAN ENERGI || PENERIMAAN KEKAYAAN || PENGAWASAN | | NEGARA BUKAN PAJAK

PENERIMAAN MINYAK

SUMBER DAYA ALAM DAN
KEKAYAAN NEGARA

PENERIMAAN SUMBER
DAYA ALAM MINYAK DAN
GAS BUMI 11

SEKSI
|—{ PENERIMAAN PANAS BUMI
1

SEKSI
— PENERIMAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN III

GAS BUMI I MINERAL DAN GAS BUMI DIPISAHKAN
SEKSI

SEKSI SISTEM DAN TRANSFORMASI

PENERIMAAN SUMBER SEKSI SEXSI POTENSI DAN PENERIMAAN NEGARA
O || PENERIMAAN KEHUTANAN |— PENERIMAAN KEKAYAAN - PENGAWASAN e R R A

Pyt DAN PERIKANAN NEGARA DIPISAHKAN II PENERIMAAN NON POIRFEN A

MINYAK DAN GAS BUMI 'NEGARA DIFISAHKAN

KSI
SEKSI SEKSI PENGELOLAAN DATA

L_| POTENSI DAN
PENGAWASAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN

|| BUKAN PAJAK SUMBER DAYA

PENERIMAAN NEGARA

ALAM DAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN

SEKSI
PENERIMAAN SUMBER
DAYA ALAM MINYAK DAN
GAS BUMI IV

SEKSI

—| PENERIMAAN PANAS BUMI
I

SEKSI
‘— PENERIMAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN IV

[T

[ 1T

| _[KELOMPOK JABATAN _|
FUNGSIONAL

[ 11

DUKUNGAN TEKNIS DAN
PELAPORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER
DAYA ALAM DAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN

—
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN /LEMBAGA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/LEMBAGA

r

Il

SUBDIREKTORAT
POTENSI, PENERIMAAN, DAN
PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA 1

SUBDIREKTORAT
POTENSI, PENERIMAAN, DAN
PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA II

SUBDIREKTORAT
POTENSI, PENERIMAAN, DAN
PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA III

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN DUKUNGAN
TEKNIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA

I

— 1

SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN,
— DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1A

- DAN PENGAWASAN

SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN,
DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1B

SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN,
1 DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1C

— DAN PENGAWASAN

SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN,
— DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

— DAN PENGAWASAN

1D

1

1

SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN,

SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN,
1 DAN PENGAWASAN

SEKSI
PERATURAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

POTENSI, PENERIMAAN,

POTENSI, PENERIMAAN,
1 DAN PENGAWASAN

KEMENTERI&\I/LEMBAGA KEMENTERII;AUI;I/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, SISTEM DAN TRANSFORMASI
—  DAN PENGAWASAN —  DAN PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA BUKAN PAJAK
1B 1B KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKST

ANALISIS DATA

— PENERIMAAN NEGARA

POTENSI, PENERIMAAN,

KEMENTERIAN/LEMBAGA
1ID

POTENSI, PENERIMAAN,

— DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
111D

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA BUKAN PAJAK
1IC 1c KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKSI

DUKUNGAN TEKNIS DAN

— PELAPORAN PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA

ELOMPOK JABATAN|
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

DIREKTORAT
SISTEM PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

—

[

]

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI SISTEM

SUBDIREKTORAT
STANDAR BIAYA

SUBDIREKTORAT
EVALUASI KINERJA

SUBDIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI

| _IKELOMPOK JABATAN| _|
FUNGSIONAL

PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN
SEKSI SEKSI
SEKSI EVALUASI KINERJA SEKSI
| PERENCANAAN SISTEM | A A YA DIDANG | PENGANGGARAN BIDANG I BASIS DATA
PENGANGGARAN RN PEREKONOMIAN DAN PENGANGGARAN
KEMARITIMAN
SEKSI SEKSI
SEKSI EVALUASI KINERJA SEKSI
| PENERAPAN SISTEM ] o A | PENGANGGARAN BIDANG | PENYAJIAN INFORMASI
PENGANGGARAN A CUNAN MANY PEMBANGUNAN MANUSIA PENGANGGARAN
DAN KEBUDAYAAN
SEK: o R
S EVALUASI KINERJA SEKSI
STANDAR BIAYA BIDANG
SEKSI || POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN L bt e o AN | | PENGEMBANGAN SISTEM
KLASIFIKASI ANGGARAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN T oy PR A TANAT INFORMASI
ANGGARAN BENDAHARA UMUM ANGGARAN BENDAHARA UMUM PENGANGGARAN
- NEGARA
SEKSI SEKSI SEKSI
| | PEMBINAAN JABATAN RISET DAN | | DUKUNGAN TEKNIS
FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ANGGARAN STANDAR BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI

—
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

DIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PENGANGGARAN
| SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN HAR"{‘JXI{‘;{IE’:‘\SIJ gggﬁ? RAN PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA II REMUNERASI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI HARMONISASI
— PEN GANGGARAN - PENGAN GGARAN — -
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAG A PERATURAN JAMINAN PENGANGGARAN
0 1A SOSIAL KESEHATAN REMUNERASI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI HARMONISASI
- PENGANGGARAN — PENGANGGARAN I PERATURAN JAMINAN 1 PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAG A SOSIAL PENSIUN DAN REMUNERASI 11
B B TUNJANGAN HARI TUA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI HARMONISASI
L] PEN GAN GGARAN ] PENGAN GGARAN ‘— PERATURAN JAMINAN — PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAG A SOSIAL KECELAKAAN REMUNERASI Il
Ic 1c KERJA DAN KEMATIAN

RN

11

| _|KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

1 |
[LITTT

BAGIAN R
MUTASI DAN |_[KELOMPOK JABATAN_|

KEPANGKATAN FUNGSIONAL

BAGIAN PERENCANAAN,
'ORGANISASI DAN TATA PENGEMBANGAN, DAN
LAKSANA PEMBERHENTIAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM

[ [ [ I

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PERATURAN PERPAJAKAN PERATURAN PERPAJAKAN PEMERIKSAAN DAN PENEGAKAN HUKUM EKSTENS[FIKASI DAN KEBERATAN DAN POTENSI, KEPATUHAN,

1 it PENAGIHAN PENILAIAN BANDING DAN PENERIMAAN

A S e R N Y e R N

SUBDIREKTORAT
ool SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERPAJAKAN I PERATURAN PAJAK -  PERENCANAAN - PEMERIKSAAN BUKTI | EKSTENSIFIKASI I PENGURANGAN DAN -

DAN
PENAGIHAN PAJAK DENGAN PENGHASILAN BADAN PEMERIKSAAN PERMULAAN KEBERATAN
SURAT PAKSA

SUBDIREKTRORT
PERATURAN PEMOTONGAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

DAN PEMUNGUTAN PAJAK TEKNIK DAN | | SUBDIREKTROAT | | SUBDIREKTORAT [ BANDING DAN (|
PENGHASILAN DAN PAJAK PENGENDALIAN PENYIDIKAN PENDATAAN GUGATAN T

PENGHASILAN ORANG
PRIBADI PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT
POTENSI PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
INDUSTRI

SUBDIREKTORAT
DAMPAK KEBIJAKAN

UBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK SUBDIREKTORAT
PERTAMBAHAN NILAI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEPATUHAN DAN
|| PERDAGANGAN,JASA ] ADVOKAST [] . PEMERIKSAAN N mRE"sml?KA" B PENILAIAN 7|  BANDING DAN || PENGAWASAN WAJB

DAN PAJAK TIDAK TRANSAKSI KHUSUS BARANG BUKTI GUGATAN I PAJAK

LANGSUNG LAINNYA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT HARMONISAST KERJASAMA DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN
— PERATURAN PAJAK H — = — PENINJAUAN KEMBALI =

BUMIDAN BANGUNAN PERATURAN DUKUNGAN PENILAIAN IT DAN EVALUASI PENERIMAAN
PERPAJAKAN PEMERIKSAAN PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
PENAGIHAN

[TTTTI L1111 [NEREA [TTTIT [TTTTT [TTT1] [TTTTI

[KELOMPOK JABATA! ELOMPOK JABATAN | ELOMPOK JABATA! KELOMPOK JABATA ELOMPOK JABATA! [KELOMPOK JABATA || [KELOMPOK JABATA

|| FuNGsioNAL [T| | [ | FUNGSIONAL || FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

[TTTTI [LITLL [TTII] [T [TTIT] [TTTTT [TTTTI

DIREKTORAT DIREKTORAT . [TTITT
PENYULUHAN, DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT TEKNOLOGI DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT ELOMPOK JABATA
DATA DAN INFORMASI INFORMASI DAN TRANSFORMAS] PROSES PERPAJAKAN =

PELAYANAN, DAN v DAN TRANSFORMAS] o i, ER L INTELIJEN PERPAJAKAN FUNGSIONAL
HUBUNGAN MASYARAKAT SUMBER DAYA APARATUR [TTTT]

___J__I.__JF_IQ_I_j

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERJANJIAN DAN KERJA SUBDIREKTORAT
H  PENYULUEAN [ TATAKELOLADATA | [—ponu iy rpgnar| [ | TATAKELOLASISTEM | 1—  PENGEMBANGAN | sAMA PERPAJAKAN || INTELLJEN STRATEJIK
PERPAJAKAN DAN INFORMASI INFORMAS] PENYULUHAN INTERNASIONAL

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN SUBDIREKTORAT
T PELAYANAN — PENGELOLAAN DATA | INVESTIGASI INTERNAL — PENGEMBANGAN — PENGEMBANGAN {— PENANGANAN SENGKETA — INTELIJEN
PERPAJAKAN INTERNAL SISTEM PERPAJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN PENGGALIAN POTENSI
INTERNASIONAL

i SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT igsggg:ﬁg:; SUBDIREKTORAT g EDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
— PPENGELOLAAN DATA — TRANSFORMASI — — PENGEMBANGAN — — INTELIJEN PENEGAKAN

MASYARAKAT STERNAL ORGANISASI SISTEM PENDUKUNG PENEG HUKUM PERPAJAKAN H

PERPAJAKAN EX PERPAJAKAN AKAN INTERNASIONAL UKUM

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

SUBDREKTORAT SUBDREKTORAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUBDIREKTORAT

[7| KERJASAMADAN 7| ANALISIS DATA | MANAJEMEN 7| INERASTRUKTURDAN | [ pyorp NSIFIKASI DAN ™| OPERASI INTELEN
KEMITRAAN KEAMANAN SISTEM
KEPEGAWAIAN s, PENILAIAN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
| | RISIKO KEPATUHAN L KOMPETENSI DAN | | PEMANTAUAN DAN | SUKNDES;&];AT
WAJIB PAJAK DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SISTEM TRANSFORMASI

SAINS DATA KAPASITAS PEGAWAI INFORMASI

[TTT1 [TTTTT [TITT [ITTTI HEREN [TTTT11 ITTT

ELOMPOK JABATA! ELOMPOK JABATA ELOMPOK JABATAI ELOMPOK JABATA ELOMPOK JABATA| KELOMPOK JABATAN | ELOMPOK JABATA!

FUNGSIONAL FUNGSIONAL [| FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

[TITT] [TTTT1] [TTT1] [TTTT] [TITTI [TITT] [TTTTI
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
[ [ [ | [ |
BAGIAN
BAGIAN PERENCANAAN, BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA PENGEMBANGAN, DAN MUTASI DAN K;‘,‘ﬂﬁ:b‘ PE R]?é\l\lG(I}‘?(.P(l\P AN ?ﬁfm
LAKSANA PEMBERHENTIAN KEPANGKATAN
PEGAWAI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- gggﬁ:f’sl:; | PERENCANAAN DAN |— MUTASI KEPEGAWAIAN L1 PENYUSUNAN - pf:‘:’«%iﬁ%? . - 1?;3335;?;1
PENGADAAN PEGAWAI I ANGGARAN
SUBBAGIAN
|| SUBBAGIAN | | LAYANAN DAN L A EBAGIAN AlAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
TATA LAKSANA MANAJEMEN BASIS . PERBENDAHARAAN PENGADAAN II TATA USAHA PIMPINAN
DATA KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L PENGSES%S'%’LER A - ';gmmi‘:frﬁ' || MUTASI KEPEGAWAIAN | { ADMINISTRASIGAJI | [ Ps#gfgﬂ’;”m {  PROTOKOL DAN
i DAN TUNJANGAN PERJALANAN DINAS
KAPASITAS
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L PEM;'%:[‘;?S’;SP'}HNDAN L KEEENB(?I(;?‘KN L{  AKUNTANSI DAN -{ PENYIMPANAN DAN | [ SARANA DAN
PELAPORAN DISTRIBUSI PRASARANA
PEGAWAI
SUBBAGIAN
| | INVENTARISASI, L] SUBBAGIAN
PEMELIHARAAN, DAN URUSAN DALAM
PENGHAPUSAN
|_|keLompPok JaBATAN |
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
PERATURAN
PERPAJAKAN I
|| SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN KETENTUAN UMUM PERATURAN PAJAK SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN TATA CARA PERPAJAKAN PERATURAN PAJAK BUMI
PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN, JASA DAN
DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN AAK HIDAK LANGSUNG DAN BANGUNAN
SURAT PAKSA INDUSTRI
LAINNYA
PE]S;?’;(I,ISéAN SEKSI SEKSI SEKSI
| | KETENTUAN UMUM | | PERATURAN PAJAK | | PERATURAN PAJAK | | PERATURAN PAJAK
AN TATA CARA PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI BUMI
PERPAJAKAN INDUSTRII PERDAGANGAN I DAN BANGUNAN I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERATURAN | | PERATURAN PAJAK | | PERATURAN PAJAK | | PERATURAN PAJAK
PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI BUMI
DENGAN SURAT PAKSA INDUSTRI IT PERDAGANGAN II DAN BANGUNAN II
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
L] PERATURAN | | PERATURAN PAJAK | | PERATURAN PAJAK | | PERATURAN PAJAK
PERPAJAKAN LAINNYA PERTAMBAHAN NILAI PERTAMBAHAN NILAI BUMI
INDUSTRI IIl JASA DAN BANGUNAN III
SEKSI
| | PERATURAN PAJAK
TIDAK LANGSUNG
LAINNYA

[TTTT]

| |KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

DIREKTORAT
PERATURAN
PERPAJAKAN II

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT S SUBDIREKTORAT
PERATURAN PEMOTONGAN DAN
PERATURAN PAJAK PEMUNGUTAN PAJAK SUi%IsgggIRAT HARMONISASI
PENGHASILAN BADAN PENGHASILAN DAN PAJAK PERATURAN PERPAJAKAN
PENGHASILAN ORANG PRIBADI
SEKSI
SEKSI PERATURAN SEKSI SEKSI
PERATURAN PAJAK — PEMOTONGAN DAN — ADVOKASI I — ANALISIS PERATURAN
PENGHASILAN BADAN I PEMUNGUTAN PAJAK PERPAJAKAN
PENGHASILAN [
SEKSI
SEKSI
SEKSI PERATURAN
PERATURAN PAJAK I PEMOTONGAN DAN — Absgglsx I s;rggggg;{s{
PENGHASILAN BADAN II PEMUNGUTAN PAJAK PERPAJAKAN
PENGHASILAN II
SEKSI SEKSI SEKSI
PERATURAN PAJAK | | PERATURAN PAJAK o SEKSI || SINERGI PERATURAN
PENGHASILAN BADAN PENGHASILAN ORANG ADVOKASI 1T PERPAJAKAN
1 PRIBADI
SEKSI
L SEKSI || ANALISIS PERATURAN
ADVOKASI IV PERPAJAKAN
INTERNASIONAL

[TTTTI

IKELOMPOK JABATAN|
FUNGSIONAL

[TTTTT

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

DIREKTORAT
PEMERIKSAAN DAN
PENAGIHAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

|| PEMERIKSAAN WAJIB
PAJAK BADAN

— PENGENDALIAN MUTU
PEMERIKSAAN
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DIREKTORAT
FASILITAS
KEPABEANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
MDA FASILITAS FASILITAS IMPOR TUJUAN TEMPAT PENIMBUNAN FASILITAS KAWASAN
PERTAMBANGAN EKSPOR BERIKAT KHUSUS
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
|| PEMBEBASAN || FASILITAS MINYAK DAN || FASILITAS IMPOR - SEKSI || PASILITAS KAWASAN
KEPENTINGAN Pppiaetilis TUJUAN EKSPOR KAWASAN BERIKAT P s
INDUSTRI PEMBEBASAN
SEKST
SEKSI SEKSI
PEMBEBASAN SEKSI FASILITAS IMPOR SEKSI PUSAT LOGISTIK FASILITAS KAWASAN
- | FASILITAS ANEKA - - || EKONOMI KHUSUS DAN
KEPENTINGAN TAMBANG BAN ERERGI TUJUAN EKSPOR BERIKAT A S
PEMERINTAH PENGEMBALIAN
LAINNYA
SEKST SEKSI SEKST
SEKSI EVALUASI DAN EVALUASI DAN SEKSI EVALUASI DAN
| PEMBEBASAN L1 HARMONISASI L HARMONISASI KEBIJAKAN || TEMPAT PENIMBUNAN | L  HARMONISASI
KEPENTINGAN LAINNYA KEBIJAKAN FASILITAS FASILITAS IMPOR TUJUAN BERIKAT LAINNYA KEBIJAKAN FASILITAS
PERTAMBANGAN EKSPOR KAWASAN KHUSUS
SEKSI SEKSI
EVALUASI DAN EVALUASI DAN
— HARMONISASI ‘— HARMONISASI KEBIJAKAN
KEBIJAKAN FASILITAS FASILITAS TEMPAT
PEMBEBASAN PENIMBUNAN BERIKAT
| _|KELOMPOK JABATA!
FUNGSIONAL [ |
DIREKTORAT
TEKNIS DAN FASILITAS
CUKAI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PS;JEBI?SIF‘EE;%R‘SLQ
TARIF CUKAI DAN HARGA PERIZINAN DAN FASILITAS PELUNASAN DAN
DASAR CUKAI PENGEMBALIAN CUKAI KEPATUHAN PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
1 TARIF CUKAI DAN - - ||
e a PERIZINAN PELUNASAN CUKAI I POTENSI CUKAI
SEKSI
SEKSI SEKSI
L1 TARIF CUKAI DAN - FQS&SSEH%N — prLuN é%séuxm . || KEPATUHAN PENGUSAHA
HARGA DASAR II oA BARANG KENA CUKAI I
SEKSI
SEKSI SEKSI
PENIMBUNAN DAN SEKSI
L1 TARIF CUKAI DAN L L || KEPATUHAN PENGUSAHA
HARGA DASAR Il MUTASI gﬁRK:ING KENA FENGEMBALIAN CUKAI BARANG KENA CUKAI II

[ LTI
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BAGAN ORGANISASIT

DIREKTORAT
KERJA SAMA INTERNASIONAL
KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

—

SUBDIREKTORAT KERJA
SAMA INTERNASIONAL
KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBDIREKTORAT KERJA
SAMA INTERNASIONAL
KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBDIREKTORAT KERJA
SAMA INTERNASIONAL
KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTORAT KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI

I 1I I

SEKSI
SEKSI KERJA SAMA SEKSI KERJA SAMA KERJA SAMA

BILATERAL I PERDAGANGAN BEBAS

1

MULTILATERAL I

SEKSI
| | SEKSIKERJA SAMA | | SEKSIKERJA SAMA || KERJA SAMA
BILATERAL II MULTILATERAL II PERDAGANGAN BEBAS
I
SEKSI
SEKSI KERJA SAMA SEKSI KERJA SAMA KERJA SAMA

BILATERAL III MULTILATERAL IIT PERDAGANGAN BEBAS

1

SEKSI
SEKSI KERJA SAMA SEKSI KERJA SAMA L_| KERJA SAMA
REGIONAL MULTILATERAL IV PERDAGANGAN BEBAS
v
[TTTT]
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN

DIREKTORAT
KEBERATAN BANDING
DAN PERATURAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KEBERATAN BANDING ADVOKASI PERATURAN
|| SEKSI || SEKSI || SEKSI | SEKSI
KEBERATAN BANDING ADVOKASI 1 PERATURAN 1
SEKSI EVALU:;:IKBSJ\NDING SEKSI SEKSI
[ EVALUASI TEBERATAN ] DAN PENINJAUAN ™ ADVOKASI 11 ™  PERATURAN I
KEMBALI I
SEKSI EVALU:;KI;IXNDING SEKSI SEKSI
—| EVALUASI ’I(IEBERATAN | DAN PENINJAUAN ] ADVOKASI 111 |  PERATURAN III
KEMBALI II
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTORAT
INFORMASI KEPABEANAN
DAN CUKAI
|| SUBBAGIAN
TATA USAHA
|

SUBDIREKTORAT
STRATEGI DAN
PERENCANAAN SISTEM

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM

SUBDIREKTORAT
PENGENDALIAN KEAMANAN
INFORMASI, MANAJEMEN

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN DAN

INFORMASI INFORMASI LAYANAN, DAN EVALUASI LAYANAN DATA
SEKSI
SEKSI
SEKSI PENGENDALIAN SEKSI
|| PERENCANAAN DAN TATA |—{ PERANCANGAN SISTEM — KEAMANAN INFORMASI l{ PENGELOLAAN Basis
KELOLA KEBIJAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATA
INFRASTRUKTUR
ARSITSi?SUIR DAN SEKSI SEKSI SEKSI
| ANALISIS KAPASITAS — PENGEMBANGAN -{ MANAJEMEN LAYANAN | MANAJEMEN KUALITAS
TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI DATA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
L MANAJEMEN PROGRAM — PENGEMBANGAN L{ EvaLuasI LAYANAN L{ ANALISIS DAN LAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI Il TEKNOLOGI INFORMASI DATA

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

SEKSI
— PENGENDALIAN MUTU
SISTEM INFORMASI

[ T1

| [KELOMPOK JABATAN _|
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT
KEPATUHAN INTERNAL)|

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

PENCEGAHAN KEPATUHAN DAN PENJAMINAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA
INVESTIGASI INTERNAL
] | ] ]
SEKSI
EDU?&';?'D AN PENGAWASAN SEKSI SEKSI
- L | KEPATUHAN DAN || PENJAMINAN KUALITAS L1 PENGELOLAAN
PENGENDALIAN
P INVESTIGASI I KINERJA I
INTERNAL I
SEKSI
SEKSI PENGAWASAN SEKSI SEKSI
|| ANALISIS DATA DAN | KEPATUHAN DAN L PENJAMINAN KUALITAS | PENGELOLAAN
INFORMASI INVESTIGASI 1 KINERJA II
INTERNAL 11
SERST
oE Sf&sli AN PENGAWASAN SEKSI SEKSI
L L | KEPATUHAN DAN L PENJAMINAN KUALITAS L1 PENGELOLAAN
PENGADUAN
N/ INVESTIGASI 1 KINERJA III
INTERNAL [II
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTORAT
AUDIT KEPABEANAN
DAN CUKAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MONITORING, EVALUASI,
PERENCANAAN AUDIT PELAKSANAAN AUDIT I PELAKSANAAN AUDIT II DAN PENJAMINAN
KUALITAS AUDIT
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— — PELAKSANAAN AUDIT — PELAKSANAAN AUDIT — MONITORING DAN
PERENCANAAN AUDIT [ 1A 1A EVALUASI AUDIT I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— — PELAKSANAAN AUDIT — PELAKSANAAN AUDIT — MONITORING DAN
PERENCANAAN AUDIT II 1B 1B EVALUASI AUDIT II
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
‘— PERENCANAAN AUDIT '—| PELAKSANAAN AUDIT — PELAKSANAAN AUDIT — PENJAMINAN KUALITAS
111 1c 11C 1
SEKSI
— PENJAMINAN KUALITAS
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FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

DIREKTORAT
PENINDAKAN DAN
PENYIDIKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

[

I |

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT R O
INTELIJEN PENINDAKAN PENYIDIKAN SARANA OPERASI PATROLI LAUT s
] T T 1 1 1
SEKSI SEKSI SEKSI
e | it | oo || it | smpmon | e
KEPABEANAN I KEPABEANAN 1 SARANA OPERASI
SEKST PENGADAAN
INTELOEN PENIRIS AN SEKSI PENYIDIKAN DAN | | sExstPaTROLI | | SEXSI KEJAHATAN
Ko 1 o CUKAI PEMELIHARAAN LAUT I LINTAS NEGARA 11
SARANA OPERASI 1
p— SEKST PENGADAAN SERSI
SEKSIINTELWEN | | | . SEKSI = | | sExs1BarRANG DAN | | PERENCANAAN | | SEXSI KEJAHATAN
CUKAI oy HASIL PENINDAKAN PEMELIHARAAN DAN EVALUASI LINTAS NEGARA Il
SARANA OPERASI II PATROLI LAUT
SEKSI SEKSI SEKSI BIMBINGAN
SEKSI TEMPAT TEKNIS, MONITORING
DUKUNGAN L1 PENINDAKAN oy L_{ TEKNIS, MONITORING
OPERASI INTELIJEN CUKALTI OPERAST
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
DIREKTORAT
PENERIMAAN DAN
PERENCANAAN
STRATEGIS
L SUBBAGIAN
TATA USAHA
"SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STRATEGIS DAN
PENERIMAAN MANAJEMEN MANAJEMEN RISIKO
TRANSFORMASI
1
SEKSI SEKSI
SEKSI
— ADMINISTRASI — KEBIJAKAN -
PENERIMAAN ORGANISASI PENILAIAN RISIKO
SEKSI SEKSI SEKSI
— PEMANTAUAN — MANAJEMEN SUMBER — MONITORING DAN
PENERIMAAN DAYA MANUSIA EVALUASI RISIKO
SEKSI
SEKSI PENGEMBANGAN
—  PENAGIHAN DAN L1 PROSES BISNIS DAN
PENGEMBALIAN MANAJEMEN
TRANSFORMASI
SEKSI
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
PENERIMAAN
[TTTTI
| |KELOMPOK JABATAN _|
FUNGSIONAL
[TTTTI
BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT INTERDIKSI NARKOTIKA

DIREKTORAT
INTERDIKSI NARKOTIKA

| | suBBaGIAN
TATA USAHA
[ [ [ |
SUBDIREKTORAT S%%EE’?AFS’?S;I\?T SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN PENGUNGKAPAN UNIT ANJING DUKUNGAN OPERASI
TARGET NARKOTIKA JARINGAN NARKOTIKA PELACAK (K-9) NARKOTIKA
1 ] ] ]
SEKSI PELATIHAN
| | SEKsI ANALISIS | | SEKSLOPERASI | | DANPENGENDALIAN| | | SEKSI SARANA
DATA NARKOTIKA I PENGUNGKAPAN I MUTU ANJING OPERASIONAL

PELACAK (K-9)

SEKSI ANALISIS
DATA NARKOTIKA II

SEKSI OPERASI

— DAN

PENGUNGKAPAN II

SEKSI

| | OPERASIONAL

ANJING PELACAK
(K-9)

SEKSI PENJAMINAN
KUALITAS

PENGAWASAN
NARKOTIKA

SEKSI TAKTIS DAN
i PENDALAMAN
TARGET

SEKSI OPERASI

— DAN

PENGUNGKAPAN III

SEKSI MANAJEMEN
L{ FASILITAS ANJING
PELACAK (K-9)

SEKSI PENILAIAN
— INFORMASI
NARKOTIKA

[ ]

[T11
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA

DIREKTORAT KOMUNIKASI
DAN BIMBINGAN
PENGGUNA JASA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
STRATEGI KOMUNIKASI,
MONITORING DAN
EVALUASI

SUBDIREKTORAT

HUBUNGAN MASYARAKAT

DAN PENYULUHAN

SUBDIREKTORAT
PUBLIKASI

SUBDIREKTORAT
BIMBINGAN PENGGUNA
JASA DAN MANAJEMEN

LAYANAN INFORMASI

M RISET KOMUNIKASI

— PENGELOLAAN DATA

“— KOMUNIKASI PUBLIK

1

]

— 1

N

SEKSI STRATEGI DAN

PUBLIK

SEKSI HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
MEDIA

SEKSI PRODUKSI
MATERI I

SEKSI OPERASIONAL

- PUSAT KONTAK

LAYANAN I

SEKSI ANALISIS DAN

KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA

SEKSI PRODUKSI
MATERI II

SEKSI OPERASIONAL

1 PUSAT KONTAK

LAYANAN II

SEKSI MONITORING
DAN EVALUASI

DAN BIMBINGAN

PENGGUNA JASA

SEKSI HUBUNGAN
INTERNAL

SEKSI PENGELOLAAN
PUBLIKASI CETAK DAN
DIGITAL

SEKSI BIMBINGAN
PENGGUNA JASA DAN
PENGELOLAAN
LAYANAN INFORMASI

SEKSI PENYULUHAN

SEKSI PENGELOLAAN
PUBLIKASI LAINNYA

SEKSI PEMUTAKHIRAN
BASIS PENGETAHUAN
BEA DAN CUKAI
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL

|
[ | |

BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
TATA LAKSANA MANUSIA

BAGIAN
KEUANGAN

BAGIAN [T T T T
KELOMPOK JABATA

KIEN’P;‘%T&I-II\?,N FUNGSIONAL
LTI

DIEEKll'mT—

PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

BAGIAN
UMUM

[ [ [

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAS SISTEM MANAJEMEN
ANGGARAN NEGARA INVESTASI

- —T7 ] ]

SUBDIREKTORAT

[ SUBDIREKTORAT |

L ANGGARAN |

KOORDINASI DAN
KONSOLIDASI
PELAKSANAAN

SUBDIREKTORAT
OPTIMALISASI KAS

SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN INVESTASI
DAN HUBUNGAN
KELEMBAGAAN

PERATURAN DAN
STANDARDISASI
TEKNIS BADAN
LAYANAN UMUM

SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN

SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN TREASURY
DEALING ROOM DAN

SUBDIREKTORAT

|| PENGANGGARAN,
PENGELOLAAN KINERJA

DAN RISIKO INVESTASI

TARIF, REMUNERASI,
DAN INFORMASI BADAN

SUBDIREKTORAT

ANGGARAN I MANAJEMEN RISIKO LAYANAN UMUM

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I

SUBDIREKTORAT
— SEEB;EAIESXEXARQT || MANAJEMEN || SUBDIREKTORAT ||
ANGGARAN II PENERIMAAN DAN HUKUM

PENGELUARAN KAS

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

MANAJEMEN KAS

PELAKSANAAN ™| PINJAMAN DAN u
ANGGARAN 1II

HIBAH

SUBDIREKTORAT
INVESTASI BADAN
USAHA MILIK
NEGARA

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM 11

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN REKENING INVESTASI
|— LAINNYA DAN PEMBINAAN | PEMERINTAH DAERAH / |
PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK

BENDAHARA DAERAH

SUBDIREKTORAT
—  PELAKSANAAN
ANGGARAN IV

ANALISIS DAN
— PENGEMBANGAN —

PELAKSANAAN
L ANGGARAN |

[TTTT] [ LT TTT [T ]
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DIREKTORAT [T TTTT
DlRSPI?g;‘SSAT SISTEM INFORMASI | [KELOMPOK JABATAN_|
PERBENDAHARAAN DAN TEKNOLOGI ikt
PERBENDAHARAAN [T TTTT

— 1

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI ]
KELEMBAGAAN

SETELMEN,

AKUNTANSI, DAN —

PELAPORAN
PENGELOLAAN KAS

SUBDIREKTORAT
KREDIT PROGRAM
DAN INVESTASI
LAINNYA

[ 1] [TTT T

KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

T TTTT

DIREKTORAT
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
KEUANGAN

- ]

SUBDIREKTORAT
L STANDAR L

AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

[ SUBDIREKTORAT |
PENGELOLAAN SAINS
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
PERBENDAHARAAN

[ SUBDIREKTORAT |
PENELITIAN DAN

| | SUBDIREKTORAT || PENGEMBANGAN, DAN

SISTEM AKUNTANSI KERJASAMA

KELEMBAGAAN

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
INTERNAL

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
EKSTERNAL

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PERBENDAHARAAN

[ SUBDIREKTORAT |
BIMBINGAN AKUNTANSI
— INSTANSI DAN
BENDAHARA UMUM
NEGARA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
AKUNTANSI PUSAT DAN PEMBINAAN

— PELAPORAN KEUANGAN | |
BENDAHARA UMUM PROSES BISNIS

NEGARA DAN HUKUM

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN DATA,
INFRASTRUKTUR, DAN
KEAMANAN INFORMASI

[ SUBDIREKTORAT |
PENGELOLAAN
STRATEGI SISTEM
INFORMASI
PERBENDAHARAAN

SUBDIREKTORAT

| _|PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT

STANDARDISASI DAN

— PENGEMBANGAN .

KAPASITAS PENGELOLA
PERBENDAHARAAN

SUBDIREKTORAT
PEMBAYARAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL,
PERHITUNGAN PIHAK
KETIGA, DAN KEBIJAKAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

[T T [T TT] [TTTTT
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
ORG ANI‘;‘:;I’]‘)&N TATA BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
LAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN UMUM KEPATUHAN INTERNAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| |  PERENCANAAN | |  PERENCANAAN | PENYUSUNAN || KEHUMASAN, LAYANAN SUBBAGIAN
STRATEGIS STRATEGIS DAN ANGGARAN INFORMASI DAN MANAJEMEN RISIKO
ORGANISASI MANAJEMEN TALENTA PROTOKOLER
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| PEggg;‘;‘;’\Igg AN | | PENGEMBANGAN | SUBBAGIAN I Gig‘iiﬁ%‘:g ang/| || ~ PEMANTAUAN
ORGANISASI KOMPETENSI DAN PERBENDAHARAAN ASA / PENGENDALIAN
BUDAYA ORGANISASI INTERNAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
T::ff:g‘:j A —MUTASI DAN PENILAIAN -  AKUNTANSI DAN — pEN ggfgfgﬁism L EVALUASI DAN TINDAK
KINERJA PELAPORAN LANJUT HASIL AUDIT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L P;Eggfgll‘ﬁN || SISTEM INFORMASI | | PENGELOLAAN L SUBBAGIAN
KINERJA ORGANISASI DAN LAYANAN SUMBER BELANJA PEGAWAI RUMAH TANGGA
DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN
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FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

DIREKTORAT
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
;ggggﬁg?gﬁ SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT S‘iﬁiﬁ;’gg m‘r
o o PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN P
PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKSI SERST
PENGELOLAAN DATA DAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN
|| PENGEMBANGAN SISTEM | PELAKSANAAN |1 PELAKSANAAN L1 PELAKSANAAN L1 PELAKSANAAN |  PENGEMBANGAN
INFORMAS] PELAKSANAAN ANGGARAN I-A ANGGARAN I1-A ANGGARAN I1I-A ANGGARAN IV-A PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN [
SEKSI SERSI
KON 1 SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN
e et | PELAKSANAAN | PELAKSANAAN - PELAKSANAAN -|  PELAKSANAAN | PENGEMBANGAN
RS ANGGARAN 1-B ANGGARAN I1-B ANGGARAN I1I-B ANGGARAN IV-B PELAKSANAAN
ANGGARAN II
SEKSI SERST
KoNeaLbASI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN
AR PELAKSANAAN | PELAKSANAAN || PELAKSANAAN | PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
JRye ANGGARAN I-C ANGGARAN I1-C ANGGARAN III-C ANGGARAN IV-C PELAKSANAAN
ANGGARAN 111
SEKSI SERST
KONGOUIDAST SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN
R L|  PELAKSANAAN L] PELAKSANAAN L]  PELAKSANAAN L] PELAKSANAAN L]  PENGEMBANGAN
Jovi ANGGARAN 1-D ANGGARAN 11-D ANGGARAN 11-D ANGGARAN IV-D PELAKSANAAN
ANGGARAN IV
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DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS
NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

[

[

SUBDIREKTORAT
OPTIMALISASI KAS

SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN TREASURY
DEALING ROOMDAN

SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN
PENERIMAAN DAN

SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN KAS

_SUBUIFX!:KW

MANAJEMEN REKENING
LAINNYA DAN PEMBINAAN

I

SETELMEN, AKUNTANSI,

SUBDIREKTORAT

DAN PELAPORAN

MANAJEMEN RISIKO PENGELUARAN KAS PINJAMAN DAN HIBAH FERTANGGUNGIAWABAN PENGELOLAAN KAS
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI PENGELOLAAN REKENING
PENGELOLAAN PERATURAN DAN — PEgl;fELﬁ;%AN | MANAJEMEN KaAS | { LAINNYA SUMBER DAYA i‘;&i’;j‘f‘fg ;ARQTJS]\‘;‘}J(&
ALAM DAN NON SUMBER
LIKUIDITAS KEPATUHAN P PINJAMAN DAN HIBAH I DAY NON SL s
SEKST SEKST SEKSI
SEKSI MANAJEMEN RISIKO, NGRS AAN MANA RSl A PENGELOLAAN SETELMEN, AKUNTANSI,
-{  PENGELOLAAN | PORTFOLIO DAN NOELOLAL A e | REKENING LAINNYA DAN PELAPORAN
PENEMPATAN UANG DUKUNGAN ASSET- G ; MILIK KEMENTERIAN/ TRANSAKSI TREASURY
LIABILITY COMMITTEE LEMBAGA DEALING ROOM
“SERST
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| |  PENGELOLAAN RISET EKONOMI DAN || KEBUAKAN REKENIGT | | maNasEMEN Kas || PEMBINAAN AKUNTANG) SEKENING
INVESTASI SURAT PENGEMBANGAN e P PINJAMAN DAN HIBAH PERTANGGUNGJAWAB BN
BERHARGA NEGARA STRATEGI m AN BENDAHARA
FIHAK KETIGA
SEKSI SERST SEKST SEKSI
SEKSI KonakSl 1 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KONSOLIDAST PELAPORAN
L_{ PENGELOLAAN VALUTA L el L PELAPORAN L1  PENGELOLAAN KEUANGAN KUASA
ASING D NS MANAJEMEN KAS REKENING LAINNYA BENDAHARA UMUM
PINJAMAN DAN HIBAH | DAN BENDAHARA | NEGARA PUSAT
| [kerompox JaBATAN |
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
SISTEM MANAJEMEN
INVESTASI
|| SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN INVESTASI
DAN HUBUNGAN

SUBDIREKTORAT
PENGANGGARAN,
PENGELOLAAN KINERJA

SUBDIREKTORAT
HUKUM

SUBDIREKTORAT

MILIK NEGARA

INVESTASI BADAN USAHA

SUBDIREKTORAT
INVESTASI PEMERINTAH
DAERAH/BADAN USAHA

SUBDIREKTORAT
KREDIT PROGRAM DAN
INVESTASI LAINNYA
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KELEMBAGAAN DAN RISIKO INVESTASI MILIK DAERAH
SEKST SEKSI
KEBIJAKAN, SEKSI SEKSI SEKSI INVESTASI SEKSI
|| PENGEMBANGAN, DAN || PENGANGGARAN — PERATURAN 1 | INVESTASI BADAN PEMERINTAH DAERAH/ |- KREDIT PROGRAM DAN
PERENCANAAN INVESTASI USAHA MILIK NEGARA 1 BADAN USAHA MILIK INVESTASI LAINNYA
STRATEGIS INVESTASI DAERAH 1
SEKSIT
SEKSI SEKSI
SEKSI INVESTASI SEKSI
A 4 PENGELOLAAN H  peremeaan - U;xiS;?S;(BNAE?ANRA || PEMERINTAH DAERAH/ || KREDIT PROGRAM DAN
KINERJA BADAN USAHA MILIK INVESTASI LAINNYA 11
EKSTERNAL 11
DAERAH II
SERST
SEKSI SEKSI
SEKSI INVESTASI SEKSI
K;L‘éi‘gNA%mN  pex GELgEﬁL RISIKO - PERJANJIAN DAN - U;xiﬂﬁg&'ﬁ_ﬂm | PEMERINTAH DAERAH/ |— KREDIT PROGRAM DAN
KEPATUHAN I BADAN USAHA MILIK INVESTASI LAINNYA 11l
INTERNAL 1 DAERAH I
EKSI SEKSI SEKS
SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN
L ANALISIS KELAYAKAN L DATA, INFORMASI, DAN L1 PERJANJIAN DAN L1 PENGEMBANGAN L P“lfgfg‘mfnﬁu”m'gﬂ;‘s' L PENGEMBANGAN
INVESTASI PELAPORAN KEPATUHAN II INVESTASI BADAN BADAN USAHA MILIK KREDIT PROGRAM DAN
LUSAHA MILIK NEGARA | DAERAH L _INVESTASI LAINNYA |
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM

SUBBAGIAN
TATA USAHA

1

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN
STANDARDISASI TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM

TARIF, REMUNERASI, DAN
INFORMASI BADAN LAYANAN
UMUM

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM I

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM II

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM 111

]

]

1

— T

STANDARDISASI TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM I

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I-A

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II-A

SExSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERATURAN DAN SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN
TARIF BADAN LAYANAN - PENGELOLAAN — PENGELOLAAN - PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM III-A

SEKSI
PERATURAN DAN
STANDARDISASI TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM II

SEKSI J
REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM

PEMBINAAN
PENGELOLAAN —
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I-B

SEKSI

SEKSI
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II-B

SEKSI
PEMBINAAN

— PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM III-B

| PENGEMBANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

LAYANAN UMUM

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I-C

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II-C

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENELITIAN DAN SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN
INFORMASI BADAN — PENGELOLAAN — PENGELOLAAN — PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM III-C

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
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DIREKTORAT
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
a1 SUBDIREKTORAT BIMBINGAN AKUNTANSI AKUNTANSI PUSAT DAN PENYUSUNAN LAPORAN P AN
O SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN BENDAHARA PELAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH T AL
UMUM NEGARA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT
SEKSI prs SEKSI .
DUKUNGAN SEKSI SEKSI PELAPORAN KAS DAN KONSOLIDASI DAN PENGEMBANGAN MANUAL
| PENGEMBANGAN || SISTEM AKUNTANSI | BIMBINGAN AKUNTANSI | " ANALISIS LAPORAN || PELAPORAN REALISASI e AN
STANDAR AKUNTANSI PUSAT INSTANSI I KEUANGAN KUASA ANGGARAN DAN
PEMERINTAHAN BENDAHARA UMUM NEGARA OPERASIONAL PEMERINTAH
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
DUKUNGAN SEKSI SEKSI AKUNTANSI PUSAT DAN
|| IMPLEMENTASI STANDAR | SISTEM AKUNTANSI | BIMBINGAN AKUNTANSI | PELAPORAN REALISASI || KONSOLIDASI DAN KONSOLIDASI DAN
PELAPORAN NERACA DAN PELAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI LINGKUNGAN INSTANSI INSTANSI II ANGGARAN BENDAHARA R AR Ch o O o
PEMERINTAH PUSAT UMUM NEGARA
SEKSI SEKSI N
PELAPORAN BADAN SEKSI SEKSI
DUKUNGAN SISTEM AKUNTANSI SEKSI
| IMPLEMENTASI STANDAR |- BENDAHARA UMUM | BIMBINGAN AKUNTANSI | e e e R AN L{  KONSOLIDASI DAN
AKUNTANSI LINGKUNGAN NEGARA DAN UNIT INSTANSI 111 e Ut A Do B KU aAmaAN
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS AHARA |
Kt ——
SEKSI SEKSI PENYUSUNAN LAPORAN SEKSI
ASILI A MITE SEKSI BIMBINGAN AKUNTANSI P SEKSI ANALISIS LAPORAN
o T L{ PENGELOLAAN BAGAN L1 REGIONAL DAN o AN L{ PENYUSUNAN LAPORAN L{  KEUANGAN DAN
R AKUN STANDAR BENDAHARA UMUM Py R KEUANGAN PELAPORAN MANAJERIAL
NEGARA AHARA | KEUANGAN PEMERINTAH
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FUNGSIONAL
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DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT
SISTEM
PERBENDAHARAAN
. SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ SUBDIRPLKIURKI I l SUB‘BIR‘&KTURAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN Siig;;gﬁfsiif SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN PEMBAYARAN PROGRAM
TRANSFORMASI PENGEMBANGAN, DAN PERATURAN PEMBINAAN PROSES PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL, PERHITUNGAN
KELEMBAGAAN KERJASAMA PERBENDAHARAAN BISNIS DAN HUKUM KAPASITAS PENGELOLA PENYELESAIAN TUNTUTAN
KELEMBAGAAN PERBENDAHARAAN GANTI RUGI
SEKST SEKST
R ANSsEFlc{)i}M AsI PENELITIAN DAN u AR;%(I\lSIIS AsI SEKSI STANDARDISASI DAN SEKSI
1 SISTEM PEMBAYARAN H  PENGEMBANGAN - PERATURAN — PEMBINAAN PROSES I  PENGEMBANGAN - PEMBAYARAN
DAN PENERIMAAN SISTEM PERBENDAHARAAN | BISNIS DAN HUKUM I KAPASITAS PENGELOLA PROGRAM PENSIUN
PERBENDAHARAAN I ERBENDAHARAAN 1
SEKST SEKST
R ANSS%S;M AsI PENELITIAN DAN u AR&%{NS;S st SEKSI STANDARDISASI DAN SEKSI
M PENGELOLAAN - PENGEMBANGAN |- PERATURAN — PEMBINAAN PROSES -  PENGEMBANGAN I— PEMBAYARAN JAMINAN
LIKUIDITAS SISTEM PERBENDAHARAAN I1 BISNIS DAN HUKUM II KAPASITAS PENGELOLA KESEHATAN
PERBENDAHARAAN 11 PERBENDAHARAAN 11
SEKST SEKSI SEKST SEKSI PEMBAYARAN
TRANSFORMASI SEKSI HARMONISASI SEKSI STANDARDISASI DAN PERHITUNGAN FIHAK
AKUNTANSI, L KERJASAMA — PERATURAN — PEMBINAAN PROSES L-  PENGEMBANGAN | KETIGA DAN
| | PELAPORAN DAN MISI KELEMBAGAAN PERBENDAHARAAN Il BISNIS DAN HUKUM III KAPASITAS PENGELOLA PENYELESAIAN
KHUSUS PERBENDA HARAAN 11l TUNTUTAN GANTI RUGI
MANAJEMEN HARMONISAST SEKSI
L -] L PEMBINAAN PROSES
PERUBAHAN DAN PERATURAN BISNIS DAN HUKUM 1V
KOMUNIKASI PERBENDAHARAAN IV

| _|[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

DATA DAN SISTEM

PENGELOLAAN SISTEM

PENGELOLAAN SISTEM

PENGELOLAAN DATA,
INFRASTRUKTUR DAN

DIREKTORAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI
PERBENDAHARAAN
- SUBBAGIAN
TATA USAHA
| I
PENGELOLAAN SAINS SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN STRATEGI
SISTEM INFORMASI

SEKSI PENGELOLAAN
— SAINS DATA
PERBENDAHARAAN I

SEKSI

— PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI INTERNAL I

PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI EKSTERNAL|

SEKSI PENGELOLAAN
BASIS DATA

INFORMASI INFORMASI INTERNAL INFORMASI EKSTERNAL
PERBENDAHARAAN KEAMANAN INFORMASI PERBENDAHARAAN
SEKSI SEKSI STRATEGI

PENGELOLAAN

| [IMPLEMENTASI SISTEM

INFORMA SI

SEKSI PENGELOLAAN
— SAINS DATA
PERBENDAHARAAN II

SEKSI

— PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI INTERNAL II

SEKSI

I

PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI EKSTERNAL

—{ SEKSI ANALISIS DATA

SEKSI PERENCANAAN
STRATEGIS DAN
PENJAMINAN MUTU
SISTEM INFORMASI

SEKSI PENGELOLAAN
— SISTEM INFORMASI
PERBENDAHARAAN I

SEKSI
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INTERNAL
it

SEKSI

1

PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI EKSTERNAL

SEKSI PENGELOLAAN
PERANGKAT TIK

SEKSI PENGELOLAAN
KINERJA
TRANSFORMASI
TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI PENGELOLAAN
— SISTEM INFORMASI
PERBENDAHARAAN II

SEKSI

|__| PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI INTERNAL
v

SEKSI
LAYANAN PENGGUNA

SEKSI PENGELOLAAN

— JARINGAN DAN

KEAMANAN INFORMASI
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA K;?g&ibl
LAKSANA MANUSIA
FENGELOTAAN BARANG LI LLL]
BAGIAN PN OELOLAAN BARANG KELOMPOK JABATAN
KEPATUHAN INTERNAL TANGO, DAN TATA FUNGSIONAL
USAHA [TTTT]
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DIREKTORAT PENILAIAN
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN NEGARA

]

]

]

]

SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN
KEBIJAKAN BARANG

SUBDIREKTORAT
I KEKAYAAN NEGARA

SUBDIREKTORAT

o PENGELOLAAN

— PENILAIAN PROPERTI

SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI

MILIK NEGARA 1 DIPISAHKAN I KEKAYAAN NEGARA 1 DAN SUMBER DAYA
ALAM
SUPBE%IEEII(JTS?\‘;AT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
| KEBIJAKAN BARANG | KEKAYAAN NEGARA —|  PENGELOLAAN —|  STANDARDISASI
DIPISAHKAN II KEKAYAAN NEGARA II PENILAIAN BISNIS

MILIK NEGARA II

SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN
KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA III

SUBDIREKTORAT
— KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN III

SUBDIREKTORAT

- PENGELOLAAN

KEKAYAAN NEGARA III

— MANAJEMEN KUALITAS

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN

DAN ANALISIS
PENILAIAN

SUBDIREKTORAT
|| PERUMUSAN
KEBIJAKAN KEKAYAAN

SUBDIREKTORAT
— KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IV

SUBDIREKTORAT

1 PENGELOLAAN

KEKAYAAN NEGARA IV

NEGARA LAIN-LAIN

SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN
KEBIJAKAN PIUTANG

NEGARA
[T T [TTTTT LTI TT] LTTTTT
| | [keLompok saBaTaN | | | | |kELOMPOK JABATAN | | lkeLompok JaBataN | | | | |kELomPOK JaBATAN_|
FUNGSIONAL FUNGSIONAL T FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[TTTT1 [T T [TTTTI [TTTT]
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT L LI lJI A,l!
LELANG HUKUM DAN HUBUNGAN TRANSFORMASI DAN O OmAATAN. .|
MASYARAKAT SISTEM INFORMASI
[T TT]
] 1 1
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
- K:ggﬁggzgx&, - PERATURAN | — TRANSFORMASI BISNIS
PERUNDANGAN DAN ANALISIS DATA

ANALISIS DATA LELANG

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN

SUBDIREKTORAT
ADVOKASI

SUBDIREKTORAT
— PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
PERANCANGAN DAN

PEMBINAAN PROFESI, HUBUNGAN
KERJA SAMA, DAN MASYARAKAT N INTE(Z‘;I’}IS;ASSIIST EM
JASA LELANG
SUBDIREKTORAT
| _|TEKNOLOGI INFORMASI
DAN LAYANAN
OPERASIONAL
[TTTTT [TTTTT [TTTTT
| _|[KELOMPOK JABATAN | || [KELOMPOK JABATAN | | | [KELOMPOK JABATAN_|
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[TTTT] [TTTT] [TTTT]
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN BAGIAN PENGELOLAAN
ORGANISASI DAN TATA BAGIAN BAGIAN BAGIAN BARANG MILIK NEGARA,
LAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN KEPATUHAN INTERNAL RUMAH TANGGA, DAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN P;‘;Ei"}i{?x] SUBBAGIAN
—  ORGANISASI DAN —  SUMBER DAYA —  PERENCANAAN PENGENDALIAN - PERENCANAAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL MANUSIA DAN ANGGARAN INTERNAL PENGADAAN
KEPEMIMPINAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
|| SUBBAGIAN | | MANAJEMEN KINERJA | | SUBBAGIAN GAJI DAN L | PENES;;‘;;'I?S%‘IN/ || ngggfg%
TATA LAKSANA DANDX;JAT[]\‘/;INSI?S»;T Ex PERBENDAHARAAN EVALUASI HASIL BARANG MILIK NEGARA
PEMERIKSAAN
SUBBAGIAN |
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L{  PENGELOLAAN L|  ADMINISTRASI L  AKUNTANSI DAN 1 RUMAH TANGGA
KINERJA DAN RISIKO SUMBER DAYA PELAPORAN
MANUSIA

[TTTT]

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI

“— PROTOKOL DAN TATA

SUBBAGIAN

USAHA

DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT PERUMUSAN
KEBIJAKAN KEKAYAAN
NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BARANG MILIK NEGARA 1

SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BARANG MILIK NEGARA II

SUBDIREKTORAT

PERUMUSAN KEBIJAKAN
BARANG MILIK NEGARA III

SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN KEBIJAKAN
KEKAYAAN NEGARA LAIN-

LAIN

SUBDIREKTORAT

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PIUTANG NEGARA

]

]

]

— 1]

— 1

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA 1A

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA IIA

SEKSI PERUMUSAN

— KEBIJAKAN.BARANG

MILIK NEGARA IIIA

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN KEKAYAAN
NEGARA LAIN-LAIN I

SEKSI PERUMUSAN
KEBIJAKAN PIUTANG
NEGARA I

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA IB

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA IIB

SEKSI PERUMUSAN

— KEBIJAKAN BARANG

MILIK NEGARA IIIB

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN KEKAYAAN
NEGARA LAIN-LAIN II

SEKSI PERUMUSAN
KEBIJAKAN PIUTANG
NEGARA I1

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA IC

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA IIC

SEKSI PERUMUSAN

— KEBIJAKAN BARANG

MILIK NEGARA IIIC

SEKSI PERUMUSAN
— KEBIJAKAN KEKAYAAN
NEGARA LAIN-LAIN IIT

SEKSI PERUMUSAN
KEBIJAKAN PIUTANG
NEGARA 11

SEKSI PERUMUSAN
“— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA ID

SEKSI PERUMUSAN

“— KEBIJAKAN BARANG
MILIK NEGARA IID

SEKSI PERUMUSAN

‘— KEBIJAKAN BARANG

MILIK NEGARA IIID

SEKSI PERUMUSAN

— KEBIJAKAN KEKAYAAN
NEGARA LAIN-LAIN IV

SEKSI PERUMUSAN
KEBIJAKAN PIUTANG
NEGARA IV
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DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN I

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN II

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN III

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IV

]

|

— 1

I

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 1A

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IIA

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IIIA

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IVA

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IB

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IIB

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IIIB

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IVB

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IC

SEKSI

“— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IIC

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IIIC

SEKSI

— KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN IVC
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PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA I NEGARA II NEGARA III NEGARA IV

SEKSI SEKSI PENGERSL AN SEKSI
| PENGELOLAAN L | PENGELOLAAN KA A L {  PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA 1A KEKAYAAN NEGARA IIA o KEKAYAAN NEGARA IVA
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI .
], PENGELOLAAN 1, PENGELOLAAN o KET(?\I;JI(:&’I:IOI\%EGARA KEI:(?SHG\?II:IOI\?EAQXRA
KEKAYAAN NEGARA IB KEKAYAAN NEGARA IIB ok ol
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| PENGELOLAAN | _ PENGELOLAAN | KEKAYAAN NEGARA | [ KEKAYAAN NEGARA
KEKAYAAN NEGARA IC KEKAYAAN NEGARA IIC ok R
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| PENGELOLAAN | PENGELOLAAN | oxavaanNEoARs | ] KEKAYAAN NDGARA
KEKAYAAN NEGARA ID KEKAYAAN NEGARA IID ol il

[KELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL

[TIT1]

jdih.kemenkeu.
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENILAIAN

DIREKTORAT
PENILAIAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

I

PENILAIAN PROPERTI DAN

SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI

SUMBER DAYA ALAM

SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI
PENILAJAN BISNIS

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN,
MANAJEMEN KUALITAS,
DAN ANALISIS PENILAIAN

— 1

| | PENILAIAN PROPERTI

SEKSI STANDARDISASI

DAN SUMBER DAYA
ALAM I

SEKSI STANDARDISASI
PENILAIAN PROPERTI
DAN SUMBER DAYA
ALAM II

SEKSI STANDARDISASI
PENILAIAN PROPERTI
DAN SUMBER DAYA
ALAM II1

]

— ]

SEKSI
STANDARDISASI
PENILAIAN BISNIS I

SEKSI PENGEMBANGAN
1 DAN MANAJEMEN
KUALITAS PENILAIAN

SEKSI
STANDARDISASI
PENILAIAN BISNIS II

SEKSI ANALISIS

PENILAIAN

SEKSI
STANDARDISASI
PENILAIAN BISNIS III

[KELOMPOK JABATAN _ |
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT LELANG

DIREKTORAT
LELANG

SUBBAGIAN
TATA USAHA

I

SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN LELANG

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
ANALISIS DATA LELANG

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN PROFESI, KERJA
SAMA, DAN JASA LELANG

I

SEKSI KEBIJUAKAN
LELANG EKSEKUSI

—

SEKSI KEBIJAKAN
LELANG NONEKSEKUSI
WAJIB

SEKSI KEBIJAKAN
LELANG NONEKSEKUSI
SUKARELA

]

SEKSI PERENCANAAN

— DAN PENGEMBANGAN

LELANG

SEKSI ANALISIS DAN

— EVALUASI PELAYANAN

LELANG

SEKSI ANALISIS DATA,

— INFORMASI, DAN

PUBLIKASI LELANG

| _[KELOMPOK JABATAN| _|
FUNGSIONAL

— ]

SEKSI PENGEMBANGAN

— DAN PEMBINAAN PROFESI

DAN KERJASAMA LELANG

SEKSI PEMBINAAN
JASA LELANG DAN
PRINSIP MENGENALI
PENGGUNA JASA
LELANG

jdih.kemenkeu.g
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT

HUKUM DAN HUBUNGAN

FUNGSIONAL

ELOMPOK JABATAN__ |

[TTTTTI

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT
TRANSFORMASI DAN
SISTEM INFORMASI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

MASYARAKAT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUES&E&;ZEAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERUNDANGAN ADVOKASI HUBUNGAN MASYARAKAT
— PE]EAE%{SéAN || SEKSI | | SEKSI HUBUNGAN
PERUNDANGAN 1 ADVOKASI 1 MASYARAKAT I
— PE]ff’l{{lil?AN | SEKSI | | SEKSI HUBUNGAN
PERUNDANGAN II ADVOKASI II MASYARAKAT II
- pERSAEfSéAN || SEKSI | | SEKSI HUBUNGAN
PERUNDANGAN 111 ADVOKASI 1II MASYARAKAT III
SEKSI
SEKSI
L PERATURAN L
PERUNDANGAN IV ADVOKASI 1V

1

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI BISNIS
DAN ANALISIS DATA

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PERANCANGAN DAN
INTEGRASI SISTEM
APLIKASI

SUBDIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN LAYANAN
OPERASIONAL

1

— 1

1

]

| | SEKSI TRANSFORMASI
KEKAYAAN NEGARA

SEKSI PEMBINAAN
— JABATAN FUNGSIONAL
I

SEKSI PERANCANGAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM APLIKASI I

SEKSI PENGKAJIAN
DAN STANDARDISASI
TEKNOLOGI INFORMASI

—

SEKSI TRANSFORMASI
PENILAIAN DAN
LELANG

SEKSI PEMBINAAN
— JABATAN FUNGSIONAL
)i

SEKSI PERANCANGAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM APLIKASI II

SEKSI KEAMANAN
BASIS DATA

SEKSI MANAJEMEN
TRANSFORMASI

SEKSI PEMBINAAN
— JABATAN FUNGSIONAL
11

SEKSI PERANCANGAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM APLIKASI III

SEKSI LAYANAN
OPERASIONAL

SEKSI PROGRAM DAN

SEKSI PERENCANAAN,

INTEGRASI, DAN

SEKSI PENGELOLAAN

SEKSI ANALISIS DATA L TATA KELOLA - ' PERANGKAT KERAS
EVALUASI SISTEM ;
PEMBINAAN APLIKASI LUNAK, DAN JARINGAN
[TTTTT
| |[KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL
[TTTTI

id
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

PEMBIAYAAN DAN
PEREKONOMIAN DAERAH

INFORMASI DAN
PELAKSANAAN TRANSFER

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA : :
KEUANGAN MANUSIA DAN KERJA SAMA
ANTAR LEMBAGA
BAGIAN BAGIAN [TTTIT
UMUM, KOMUNIKASI, KELOMPOK JABATA
ORGANISASI DAN DAN LAYANAN ™ FUNGSIONAL
KEPATUHAN INTERNAL A LT
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF,
DANA TRANSFER UMUM DANA TRANSFER KHUSUS OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
| | PROGRAM DAN | | ProGRAM DAN | |  PROGRAM DAN
MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN
PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN
| [ lkeLompok saBataN | | | lkeLomPOK JABATAN | | | [keLompok saBaTAN |
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
DIREKTORAT DIREKTORAT SISTEM Py

FUNGSIONAL

1 1 ]

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
| | PrOGRAM DAN | | PROGRAM DAN | | PROGRAM DAN
MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN
PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN
[TTTTT [TTTT1 [TTTT1

| [ Ikerompok vaBataN | | | |kerompok gaBataN | | [ |keLompok JaataN_|
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[TTTTT [TTTTI [TTTT]
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA UMUM, KOMUNIKASL, DAN| | HARMONISAS! KEBUAKAN, |
KEUANGAN KEPATUHAN INTERNAL LAYANAN INFORMASI :
ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| | PERENCANAAN DAN L SUBBAGIAN | | PERENCANAAN DAN |__|TATA USAHA DIREKTORAT| | | HARMONISASI
PENYUSUNAN ORGANISASI PENGEMBANGAN KARIR JENDERAL DAN KEBIJAKAN TRANSFER
ANGGARAN SUMBER DAYA MANUSIA PROTOKOLER KE DAERAH
SUBBAGIAN SUBBAGIAN RUMAH OiYBE;GIM
HARM:! ISAST KEBIJAKAN
SUBBAGIAN || SUBBAGIAN PENGEMBANGAN |__|TANGGA DAN TATA USAHA| | | HARMONISASI KEBIJAKAN
PERBENDAHARAAN TATA LAKSANA KAPASITAS SUMBER SEKRETARIAT DAN PENGUATAN
DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PEREKONOMIAN DAERAH
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN MANAJEMEN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
I  AKUNTANSI DAN KEPATUHAN PROSES |— INFORMASI DAN LAYANAN —  PENGELOLAAN L ADVOKASI DAN KERJA
PELAPORAN BISNIS SUMBER DAYA MANUSIA BARANG MILIK NEGARA SAMA ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN PEMBINAAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN Jg?g: ﬁg FUNGSIg"QL MANAJEMEN STRATEGI
'{  PENGELOLAAN L KEPATUHAN KODE L RBoANCaN aTan '+ KOMUNIKASI DAN
KINERJA DAN RISIKO ETIK PEMERINTAH PUSAT DAN LAYANAN INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH PUBLIK

[TTTT]

KELOMPOK JABATAN__|
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM

DIREKTORAT

DANA TRANSFER UMUM

—

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN

]

SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN

ITITTTT]

FUNGSIONAL

[KELOMPOK JABATAN|
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS

DIREKTORAT
DANA TRANSFER KHUSUS

SUBBAGIAN
TATA USAHA

—

SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN

]

SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN

[T 1T

| _|[KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL

[T TTT1

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN

KEISTIMEWAAN

DIREKTORAT
DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

——

SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN

PENGETAHUAN

]

| | SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN

[TTTT1

[KELOMPOK JABATAN|
FUNGSIONAL

jdih.kemenkeu.gAﬁ.id
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
]
| | SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN
[T TTT]
KELOMPOK JABATAN
" | FUNGSIONAL [ |
[TTTTT
BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH

DIREKTORAT
PEMBIAYAAN DAN
PEREKONOMIAN DAERAH

—

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN

SEKSI MANAJEMEN

PENGETAHUAN

[T TTTI

| _[KELOMPOK JABATAN|

FUNGSIONAL

[TTTTI
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN TRANSFER

DIREKTORAT

SISTEM INFORMASI DAN
PELAKSANAAN TRANSFER

SUBBAGIAN
TATA USAHA

]

SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN

]

SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN

[TTTTI

FUNGSIONAL

|__[KELOMPOK JABATAN |

[T 1T

jdih.kemenkeu’(Lo.id
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN — [TT11]
ORGANISASI, TATA SUMBER DAYA BAGIAN IKELOMPOK JABATA
LAKSANA DAN MANUSIA KEUANGAN | FUNGSIONAL 1
LAYANAN INFORMASI [ | "I | I |
BAGIAN
A N ERNAL, BAGIAN BAGIAN
HARMOI\fISASI UMUM TEKNOLOGI INFORMASI
PERATURAN
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT

PINJAMAN DAN HIBAH

SURAT UTANG NEGARA

PEMBIAYAAN SYARIAH

PENGELOLAAN RISIKO
KEUANGAN NEGARA

]

]

]

1

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN
ANALISIS PINJAMAN

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
PORTOFOLIO SURAT

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
TRANSAKSI SURAT
BERHARGA SYARIAH

SUBDIREKTORAT
MITIGASI RISIKO
ANGGARAN PENDAPATAN

UTANG NEGARA

DAN HIBAH UTANG NEGARA NocamA DAN BELANJA NEGARA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROYEK MITIGASI RISIKO
[—| PINJAMAN DAN HIBAH ™| PENDALAMAN PASAR ] L DANASET SURAT | BADAN USAHA MILIK
MULTILATERAL BERHARGA SYARIAH
SURAT UTANG NEGARA NEGARA NEGARA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO
ANALISIS KEUANGAN ANALISIS KEUANGAN DAN
[—| PINJAMAN DAN HIBAH | DAN PASAR SURAT || PASAR SURAT BERHARGA ] LEMBAGA KEUANGAN
BILATERAL 1 DAN INSTRUMEN

SYARIAH NEGARA

MITIGASI RISIKO

SUBDIREKTORAT
— PINJAMAN DAN HIBAH

SUBDIREKTORAT
HUKUM DAN EVALUASI
TRANSAKSI SURAT

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN
ANALISIS HUKUM

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN RISIKO
ASET DAN KEWAJIBAN

BILATERAL II UTANG NEGARA KEUANGAN SYARIAH NEGARA
[TTTTT [TTTTT [TTTTT [TTTTT
| | [KELOMPOK JABATAN _| L | |[KELOMPOK JABATAN | | |KELOMPOK JABATAN__| l_| |KELOMPOK JABATAN |

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

TTTTTT [TTTTT [TTTTT [TTTTT
DIREKTORAT
PERGELOLAAN DIREKTORAT LT

DUKUNGAN PEMERINTAH PORTOFOLIO EVALUASI, AKUNTANSI FUNGSIONAL i
DAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN DAN SETELMEN
INFRASTRUKTUR | | I | | |
] ]

SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN KERJA
— SAMA PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT
— PERENCANAAN DAN

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN
— PENGUJIAN TRANSAKSI

DENGAN BADAN STRATEGI PEMBIAYAAN KEWAJIBAN
USAHA PEMBIAYAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
— DUKUNGAN — ANALISIS RISIKO ™ SETELMEN TRANSAKSI
PEMERINTAH PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN

SUBDIREKTORAT

- PENGEMBANGAN | - AKUNTANSI DAN
ANALISIS KEWAJIBAN
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PELAPORAN
INFRASTRUKTUR KONTINJENSI
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN SUBDIREKTORAT
— -  MONITORING DAN
PENGELOLAAN EVALUASI
PEMBIAYAAN
| | SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN INVESTOR
[TTTT] [TTTT] LTTTTT
| | [keLomMPOK JABATAN | | | IKeLoMPOK JABATAN | | | [kELomPoK JaBATAN |
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[TTTTT [T TTT] [TTTTT

J
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI, TATA BAGIAN BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL, BAGIAN BAGIAN
LAKSANA DAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN KINERJA, DAN HARMONISASI UMUM TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMASI PERATURAN
SUBBAGIAN
- SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN - P?El;l?(ﬁégll?:N - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN - PERAI?(‘:JEI\?SSI\IIA ngTEM
ORGANISASI PENGEMBANGAN KARIR ANGGARAN KEPATUHAN INTERNAL TATA USAHA PIMPINAN
SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN | | PE]VISXI‘?’I?AQJ?:SI\;)AN | | LAYi[l‘iil?%(.}AIﬁNDAN | | PENGEMBANGAN DAN
TATA LAKSANA KAPASITAS SUMBER PERBENDAHARAAN IMPLEMENTASI SISTEM
EVALUASI KEPATUHAN TATA USAHA
DAYA MANUSIA 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN || MANAJEMEN INFORMASI L AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN | | PENGEMBANGAN DAN
LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN SUMBER PELAPORAN KINERJA DAN RISIKO RUMAH TANGGA IMPLEMENTASI SISTEM
DAYA MANUSIA ORGANISASI 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
LI HiURllBWBC?lgSIA;\NSI L | PENGADAAN DAN L | OPERASIONAL
PERATURAN PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI
BARANG MILIK NEGARA INFORMASI

[TTTT]

| [KELOMPOK JABATAN _|
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH

DIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH

PERENCANAAN DAN

ANALISIS PINJAMAN DAN

HIBAH

PINJAMAN DAN HIBAH
MULTILATERAL

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL I

PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL II

— 1

]

]

]

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ANALISIS PINJAMAN — PINJAMAN DAN HIBAH — PINJAMAN DAN HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH
DAN HIBAH MULTILATERAL A BILATERAL IA BILATERAL IIA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

PERENCANAAN DAN
ALOKASI PINJAMAN
DAN HIBAH

— PINJAMAN DAN HIBAH

MULTILATERAL B

— PINJAMAN DAN HIBAH

BILATERAL IB

— PINJAMAN DAN HIBAH

BILATERAL IIB

SEKSI

|~ | DATA DAN PELAPORAN

SEKSI

— PINJAMAN DAN HIBAH

SEKSI

— PINJAMAN DAN HIBAH

SEKSI

— PINJAMAN DAN HIBAH

MULTILATERAL C BILATERAL IC BILATERAL IIC
SEKSI
EVALUASI SEKSI SEKSI SEKSI
PELAKSANAAN — PINJAMAN DAN HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH — PINJAMAN DAN HIBAH
PENGADAAN PINJAMAN MULTILATERAL D BILATERAL ID BILATERAL IID
DAN HIBAH

[KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

jdih.kemenkeu.g
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA

DIREKTORAT
SURAT UTANG
NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
PORTOFOLIO SURAT
UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
PENDALAMAN PASAR
SURAT UTANG NEGARA

ANALISIS KEUANGAN DAN

SUBDIREKTORAT

PASAR SURAT UTANG
NEGARA

TRANSAKSI SURAT UTANG

SUBDIREKTORAT
HUKUM DAN EVALUASI

NEGARA

1

SEKSI
PERENCANAAN
1 TRANSAKSI SURAT
UTANG NEGARA DAN

NDERIVATIE

SEKSI
PELAKSANAAN
1 TRANSAKSI SURAT
UTANG NEGARA DAN

DERIVATIE L

SEKSI
PELAKSANAAN
| TRANSAKSI SURAT
UTANG NEGARA DAN

DERIVATIEIT

SEKSI
L_| PENATAUSAHAAN DAN

1

1]

1

PENDALAMAN PASAR DAN
PERLUASAN BASIS INVESTOR
SURAT UTANG NEGARA

—]ANALISIS PASAR SURAT

SEKSI
SEKSI SEKSI
KERJASAMA
- KELEMBAGAAN PASAR — ANALISIS KEUANGAN — PERATURAN SURAT
DAN FISKAL UTANG NEGARA
SURAT UTANG NEGARA
SEKSI
SEKSI SEKSI ANALISIS HUKUM DAN

UTANG NEGARA

1 DOKUMEN HUKUM

TRANSAKSI SURAT UTANG

SURAT UTANG NEGARA

NEGARA
SEKSI
SEKSI SEKSI
STRATEGI PEMASARAN ANALISIS PASAR L{ EVALUASI TRANSAKSI
DAN LAYANAN INVESTASI KEUANGAN

INTERNASIONAL

SURAT UTANG NEGARA

SEKSI

PELAPORAN TRANSAKSI
SURAT UTANG NEGARA

PELAYANAN PUBLIK,
EDUKASI DAN INFORMASI
SURAT UTANG NEGARA

— DUKUNGAN ANALISIS

SEKSI

PASAR KEUANGAN

[TTTTT

IKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH

DIREKTORAT
PEMBIAYAAN SYARIAH

SUBBAGIAN
TATA USAHA

—

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN TRANSAKSI
SURAT BERHARGA SYARIAH

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN PROYEK DAN
ASET SURAT BERHARGA

SUBDIREKTORAT
ANALISIS KEUANGAN DAN
PASAR SURAT BERHARGA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN ANALISIS
HUKUM KEUANGAN SYARIAH

PELAKSANAAN TRANSAKSI
SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA I

- DAN ANALISIS KINERJA

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

PROYEK SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA I

SEKSI
— ANALISIS HARGA SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA|

NEGARA SYARIAH NEGARA SYARIAH NEGARA
SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN TRANSAKSI PERENCANAAN DAN SEKSI PERATURAN, EVALUASI
1 DAN PENGEMBANGAN 1 PENGEMBANGAN — ANALISIS PASAR SURAT — KINERJA, DAN MANAJEMEN
INSTRUMEN SURAT PEMBIAYAAN PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA| RISIKO TRANSAKSI SURAT
LBERHARGA SYARIAH NEGARA| G/ G SY.
SEKSI SEKSI SEKSI

ANALISIS KESESUAIAN

1 SYARIAH DAN DOKUMEN

HUKUM SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

SEKSI
PELAKSANAAN TRANSAKSI
SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA I
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SUBBIDANG SUBBIDANG
|| Ay | | PENJAMINAN MUTU | |  MANAJEMEN
PEMOELATREAN DAN PENGELOLAAN KARYASISWA DAN
KINERJA DAN RISIKO ALUMNI

[TTTT1

| _[KELOMPOK JABATAN _|
FUNGSIONAL

jdih.kemenkeu.go}id
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BAGAN ORGANISASI

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANGGARAN DAN
PERBENDARAAN
SUBBAGIAN
UMUM
[ I ]
PEREI\?(?ZSX:N DAN BIDANG PENJA?\;?]\?II\? MUTU
PENGEMBANGAN PE&Yﬁggﬁf&Ap“N“ W PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SERTIFIKASI
SUBBIDANG SUBBIDANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN SUBBIDANG
|| PEMBELAJARAN DAN - -
e PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU
SERTIFIKAS] TERINTEGRASI
SUBBIDANG SUBBIDANG
| SUBBIDANG | | PENYELENGGARAAN L EVALUASI
PEMBELAIARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN
DIGITAL SERTIFIKASI
SUBBIDANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
L] PEMBELAJARAN DAN L  PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHUAN
| [kELomPOK JABATAN |

FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PAJAK
SUBBAGIAN
UMUM
[ | ]
PERENCANAAN DAN BIDANG PENJAMINAN MUTU
PENGEMBANGAN B o UARAN PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SERTIFIKASI
S;fggl)&]:f SUBBIDANG
| e DAN | | PENYELENGGARAAN SUBBIDANG
PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU
PERENCANAAN TERINTE GRASI
SERTIFIKASI
SUBBIDANG SUBBIDANG
|| SUBEIANG | | PENYELENGGARAAN || EVALUASI
PEMEELATARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN
DIGITAL SERTIFIKASI
SUBBIDANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
PEMBELAJARAN DAN L]  PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHUAN
| _|[KELOMPOK JABATAN__|
FUNGSIONAL

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

jdih.kemenkeu.gd.id
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BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BEA DAN CUKAI

PUSAT

BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN

KEUANGAN

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
PERIMBANGAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
UMUM
[ I ]
PEREI\ﬁ:nzgng DAN BIDANG PENJA?;]I)@I\IG MUTU
PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN oL AN PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SERTIFIKASI
[ SUBBID
SN SUBBIDANG
I | | PENYELENGGARAAN || SUBBIDANG
PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU
PERENCANAAN TERINTEGRASI
SERTIFIKASI
SUBBIDANG SUBBIDANG
| SUBBIDANG |_| PENYELENGGARAAN || EVALUASI
PEMBE e AN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN
DIGITAL SERTIFIKASI
SUBBIDANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
L] PEMBELAJARAN DAN L]  PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHUAN
_KE[DMPOK JABATAN___
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
UMUM
[ | |
PERENCANAAN DAN BIDANG PENJA]?»/II?I\II\ANI\? MUTU
PENYELENG GARAAN
PENGEMBANGAN PGS PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SERTIFIKASI
[ SUBBIDANG _
RS SUBBIDANG
| peMBa AN DAN | | PENYELENGGARAAN SUBBIDANG
PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU
PERENCANAAN TERINTEGRASI
SERTIFIKASI
SUBBIDANG SUBBIDANG
|| A | | PENYELENGGARAAN || EVALUASI
PEMBELATARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN
DIGITAL SERTIFIKASI
[ SUBBIDANG ]
TEKNOLOGI SUBBIDANG
|| PEMBELAJARAN DAN PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHUAN
_KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL

jdih.kemenkeu.

id
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BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UMUM
SUBBAGIAN
UMUM
[ T ]
PERERGANAAN DAN BIDANG PENJAMINAN MUTU
PENGEMBANGAN PRI EL NG GARAAN PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SERTIFIKASI
S:fgé%i‘:f’ SUBBIDANG
L P EMB A ARAN DAN | | PENYELENGGARAAN || SUBBIDANG
AR PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU
. TERINTEGRASI
SERTIFIKASI
SUBBIDANG SUBBIDANG
| SUBBIDANG | | PENYELENGGARAAN || EVALUASI
PEMBELAARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN
DIGITAL SERTIFIKASI
TEKNOLOGI SUBBIDANG
L] PEMBELAJARAN DAN L]  PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHUAN
| [kELomPOK JaBATAN |
FUNGSIONAL

jdih.kemenkeu.go.id
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BAGAN ORGANISASI
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN
BIDANG
BAGIAN PROGRAM DAN LAYANAN
UMUM TEKNOLOGI INFORMASI
KOMUNIKASI
SUBBIDANG
SUBBAGIAN PENGELOLAAN PROGRAM
—  ORGANISASI DAN —
SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
SUBBIDANG
. SUBBAGIAN | | PENGELOLAAN JABATAN
KINERJA DAN KEUANGAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER
SUBBAGIAN SUBBIDANG
'— RUMAH TANGGA DAN — PENGELOLAAN PUSAT
TATA USAHA DATA DAERAH
SUBBIDANG
|| LAYANAN PENGGUNA DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
| [KELOMPOK JABATAN_|
FUNGSIONAL

jdih.kemenkeu.g¢.id
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BAGAN ORGANISASI
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
PUSAT
PEMBINAAN PROFESI
KEUANGAN
BAGIAN

TATA USAHA
SUBBAGIAN

L [ i

BIDANG SIDANG
BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN BIDANG BIDANG PEMERIAAN PENILAL
PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PENGEMBANGAN PROFESI PEMERIKSAAN R
PROFESI AKUNTANSI PROFESI KEUANGAN KEUANGAN PROFESI AKUNTANSI ,
KEUANGAN LAINNYA
LAINNYA
SUBBIDANG
SUBBIDANG PER]SgﬁELD:gIﬁL Al SUBBIDANG SUBBIDANG PEMERIKSAAN
L {  PERIZINAN PROFESI PV CR AR N | {PENGEMBANGAN PROFESI| | —|  PEMERIKSAAN || PENILAI, AKTUARIS, DAN
AKUNTANSI ; AKUNTANSI PROFESI AKUNTANSI | PROFESI KEUANGAN
KEUANGAN LAINNYA
LAINNYA
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
IEIANG ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN
o A L | PELAPORAN PENILAI, L{ PENILAI, AKTUARIS, DAN L | PEMERIKSAAN L ! PENILAI, AKTUARIS, DAN
JOAEAGS AKTUARIS, DAN PROFESI PROFESI KEUANGAN PROFESI AKUNTANSI 11 PROFESI KEUANGAN
KEUANGAN LAINNYA LAINNYA LAINNYA Il
SUBBIDANG
SUBBIDANG KEP :Tulﬁf;l[q’ ﬁ:ﬁ]w SUBBIDANG PEMERIKSAAN
L | KEPATUHAN PROFESI L o ot L{  PEMERIKSAAN L{ PENILAI, AKTUARIS, DAN
AKUNTANSI , PROFESI AKUNTANSI 111 PROFESI KEUANGAN
KEUANGAN LAINNYA ieshen

[TTT1]I

IKELOMPOK JABATA!
FUNGSIONAL

jdih.kemenkeu.gg.id
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BAGAN ORGANISASI
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

PUSAT

ANALISIS DAN
HARMONISASI KEBIJAKAN

BAGIAN TATA USAHA DAN
PENGELOLAAN DATA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATALAKSANA DAN KEUANGAN DAN PENz%?iII}[iII‘? g ATA
KEPEGAWAIAN RUMAH TANGGA
BIDANG ANALIIS DAY BIDANG ANALISIS DAY
PENGELOLAAN PROGRAM ANALISIS DAN
HARMONISASI HARMONISASI SUMBER
MENTERI DAN WAKIL HARMONISASI BELANJA
MENTERI PENDAPATAN DAN DAN KEKAYAAN NEGARA DAYA APARATUR DAN
PEMBIAYAAN NEGARA PENGAWASAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
|_| PERENCANAAN DAN | ANALISIS DAN || ANALISIS DAN || ANALISIS DAN
PELAKSANAAN HARMONISASI HARM ONISASI HARMONISASI SUMBER
PROGRAM MENTERI PERPAJAKAN PENGANGGARAN DAYA APARATUR
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN
1 PELAKSANAAN 1 HARMONISASI - HARMONISASI — HARM ONISASI
PROGRAM WAKIL KEPABEANAN DAN BELANJA DAN PENGAWASAN DAN
MENTERI CUKAI TRANSFER DAERAH PENGEMBANGAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
|| A]S)[I{/I%]}?JIISD'II}};\I /SSI | | ANALISIS DAN || ANALISIS DAN
MENTERI HARMONISASI HARMONISASI
PEMBIAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA
L SUBBIDANG | _|KELOMPOK JABATAN |
PROTOKOL FUNGSIONAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian-Administrasi Kementerian

-

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

-SRI MULYANI INDRAWATI

ttd.

jdih.kemenkeu.go.id





